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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

melimpahkan karunia-Nya sehingga Rencana Kontingensi Kekeringan Kabupaten Purworejo 

Tahun 2021 - 2024 dapat diselesaikan pada waktunya. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya 

BPBD bersama-sama dengan segenap OPD dan lembaga terkait di Kabupaten Purworejo untuk 

membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan. Perencanaan kontingensi 

dilakukan pada situasi terdapat potensi bencana, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan 

teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengerahan potensi sumberdaya 

disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat 

kekeringan. Kondisi darurat perlu disiapkan mekanisme penanganannya secara tepat dengan 

dukungan sumberdaya yang memadai. Rencana Kontingensi untuk Bencana Kekeringan perlu 

disusun karena dari data kejadian bencana yang ada di Kabupaten Purworejo, kekeringan 

merupakan ancaman yang bersifat exstensive risk yaitu bencana yang berulang hampir setiap tahun 

terjadi pada lokasi yang secara umum dapat diperkirakan.  

Rencana kontingensi ini memaparkan mengenai kedudukan, peran, dan sumberdaya para 

pihak yang dapat dikerahkan apabila bencana kekeringan terjadi di Kabupaten Purworejo. 

Pengerahan berbagai sumberdaya dan peran dari masing-masing pihak ini diatur dalam mekanisme 

koordinasi yang disepakati secara bersama-sama melalui pendekatan partisipatif dengan 

melibatkan seluruh jajaran MUSPIDA, OPD, Lembaga/Organisasi non pemerintah, perguruan 

tinggi/akademisi, media dan masyarakat (unsur penthahelik). Diharapkan melalui mekanisme ini, 

semua proses penanganan darurat bencana kekeringan dapat dilakukan dengan baik.  

  Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak BPBD Kabupaten Purworejo yang telah 

mendorong inisiasi penyusunan dokumen ini. Hal ini merupakan salah satu wujud penguatan 

kapasitas kelembagaan BPBD dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya. Semoga rencana 

kontingensi ini bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kerangka kerja yang telah 

ditetapkan, sehingga dapat diimplementasikan oleh semua pihak terkait.  

 
 

Purworejo, November 2021  

Tim Penyusun 
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KATA SAMBUTAN 

 

Dokumen Rencana Kontingensi Kekeringan ini disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purworejo dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Purworejo bekerjasama dengan berbagai pihak dan tim kerja daerah yang mewakili MUSPIDA, TNI, 

POLRI, OPD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Masyarakat, Media, 

serta mitra terkait lainnya. Program penyusunan Rencana Kontingensi Kekeringan Kabupaten 

Purworejo Tahun 2021 merupakan upaya untuk menguatkan komitmen dalam kesiapsiagaan 

menghadapi Bencana Kekeringan di Kabupaten Purworejo, dengan mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dasar penyusunan Rencana Kontinjensi Kekeringan ini mengacu pada garis besar kerangka 

kerja pengurangan risiko bencana secara nasional maupun internasional, mulai dari Rencana Induk 

Penanggulangan Bencana 2020-2044 dan Renas PB 2020-2024 yang peta jalan pelaksanaannya 

telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020, mandat UU No. 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Selain itu juga 

memasukkan pokok-pokok pikiran yang mengacu pada prioritas aksi PRB yang tertuang dalam 

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR 2015-2030). 

Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan suatu hal yang multi-dimensi dan 

menuntut adanya kerjasama terpadu lintas bidang, lintas sektor serta melibatkan berbagai pihak 

termasuk para pemangku kepentingan di luar pemerintah. Dokumen ini berupaya 

mengintegrasikan pemahaman, kemitraan dan komitmen antar para pemangku kepentingan dalam 

bekerjasama untuk menyusun strategi menghadapi kondisi darurat bencana akibat kekeringan, 

yang luaran akhirnya (outcome) adalah: “Membangun Ketahanan Pemerintah dan Masyarakat di 

Kabupaten Purworejo dalam Menghadapi Bencana Kekeringan”. 

Saya menyambut baik hadirnya dokumen ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama 

antara pemerintah daerah, TNI, POLRI, organisasi perangkat daerah, dunia usaha (BUMN, BUMD 

terkhusus Perbankan dan PDAM), perguruan tinggi, media dan seluruh para pemangku 

kepentingan dari masyarakat sipil terkait. Selanjutnya saya mengundang peran aktif semua pihak 

untuk dapat memberikan masukan dan kritik dari pengalaman-pengalaman dilapangan guna 

menyempurnakan Dokumen Rencana Kontinjensi Kekeringan di Kabupaten Purworejo ini, 

mengingat dalam proses penyusunannya mungkin masih terdapat praktek baik (best practice) dan 

pembelajaran-pembelajaran (lesson learn) berharga yang belum terakomodasi di dalam dokumen 

ini.  
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Akhirnya patut kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah 

bekerja untuk menyelesaikan dokumen Rencana Kontinjensi ini, semoga Allah SWT senantiasa 

memberkati dan melindungi kita semua, sehingga cita-cita kita untuk membangun masyarakat 

purworejo yang tangguh bencana dapat terwujud. 

 

Purworejo,     November 2021 
 
Kepala Pelaksana  
BPBD Kabupaten Purworejo 
 
 
 
BUDI WIBOWO. S.Sos., M.Si. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19720425 199203 1 003 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perencanaan kontingensi menjadi salah satu piranti dasar bagi BNPB dan BPBD 

dalam membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan 

untuk memobilisasi sumberdaya pada saat operasi penanganan darurat bencana. 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tantangan yang besar untuk 

melindungi dan memperkuat masyarakat dari ancaman risiko bencana kekeringan. 

Risiko tersebut semakin besar dengan adanya dampak pemanasan global dan pengaruh 

perubahan iklim yang sangat cepat. Bencana kekeringan menjadi ancaman nyata di 

Kabupaten Purworejo yang harus dicegah dan ditanggulangi karena efek jangka panjang 

nya sangat merugikan dari sisi ekonomi. Bencana kekeringan cenderung meningkat 

karena pengaruh berbagai faktor antara lain meningkatnya jumlah penduduk, 

urbanisasi, degradasi lingkungan, dan kemiskinan serta pengaruh perubahan iklim. 

Wilayah Kabupaten Purworejo secara geografis, geologis, hidrologis dan 

klimatologis memungkinkan terjadi berbagai ancaman bencana. Kondisi alam seperti ini 

disatu sisi dan kerentanan masyarakat disisi yang lain dapat menimbulkan risiko 

bencana yang tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Purworejo berada dalam 

kawasan rawan bencana, baik yang berasal dari faktor geologis seperti: Gempabumi, 

Tsunami maupun dari faktor hidrometeorologis seperti: Banjir, Tanah Longsor, dan 

Kekeringan. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan upaya peningkatan 

kapasitas semua stakeholder terkait yaitu: pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, 

dan juga media, sehingga mampu mengurangi risiko bencana. Selain itu, berbagai 

pengalaman penanggulangan bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Purworejo 

memberikan kesadaran kolektif bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan 

kebijakan yang lebih sistematis berkaitan dengan manajemen penanggulangan 

bencana. 
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Pemerintah telah menyampaikan garis besar komitmennya untuk mengatasi 

tantangan-tantangan terkait dengan kerentanan masyarakat seperti kemiskinan, 

ketahanan pangan, dan ketimpangan ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) dengan fokus pada pembangunan manusia, masyarakat, 

dan infrastruktur, yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi 

kesenjangan. RPJMN memberi penekanan kuat pada pengelolaan sumber daya air dan 

pembangunan infrastruktur, yang dipandang sangat penting untuk secara langsung 

membantu mewujudkan tujuan-tujuan keamanan air, kemandirian pangan dan energi, 

dengan target akhir meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) telah menuangkan kembali 

ketentuan-ketentuan dalam RPJMN ke dalam satu Rencana Strategis (RENSTRA) yang 

memberikan rincian tentang target-target untuk mendukung visi dan tujuan-tujuan 

RPJMN. Secara khusus, Kemen PUPR telah menargetkan pembangunan 65 bendungan 

baru dalam kurun waktu lima tahun serta rehabilitasi 46 bendungan yang ada dan 1.175 

embung. Bendungan dan waduk diharapkan akan memberikan pemberdayaan dan 

keamanan ekonomi kepada penduduk miskin dan kelompok-kelompok rentan lainnya 

dengan memberikan perlindungan terhadap dampak yang diakibatkan kekeringan 

sembari memperbaiki ketersediaan dan kepastian pasokan irigasi untuk sektor 

pertanian, satu sektor yang memperkerjakan mayoritas penduduk miskin negara ini. 

Kekeringan merupakan suatu fenomena alam biasa, namun akan menjadi suatu 

bencana yang sangat merugikan jika mengancam aspek kehidupan manusia. Bencana 

Kekeringan merupakan fenomena yang berhubungan erat dengan aktivitas manusia 

(anthropogenic processes). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Air yang tidak lestari 

seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan termasuk lingkungan DAS, sehingga 

kejadian kekeringan meningkat dari waktu-kewaktu seiring dengan makin intensifnya 

manusia memanfaatkan lahan. Sejarah kebencanaan di Kabupaten Purworejo, 

khususnya kejadian kekeringan memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi. Dalam 

setiap tahun akan ada kegiatan distribusi air di wilayah rawan kekeringan, seperti yang 

tercatat dalam data BPBD Kabupaten Purworejo, teridentifikasi telah terjadi kekeringan 

di 69 desa di 11 kecamatan (Pituruh, Kemiri, Gebang, Bener, Loano, Purworejo, 

Kaligesing, Bayan, Bagelen, Purwodadi, dan Grabag). Sedangkan data dari Dinas 
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Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Purworejo menunjukkan 

bahwa terdapat 913 hektar lahan sawah rentan mengalami kekeringan. Kejadian 

bencana tersebut memberikan dampak yang cukup besar pada masyarakat dan 

pemerintah, terutama pada sisi kesehatan, ketersediaan air bersih dan kebutuhan 

pengelolaan pertanian. 

Memasuki musim kemarau, potensi terjadinya kekeringan di Kabupaten 

Purworejo semakin meningkat, puncaknya pada bulan Juni sampai Agustus. Bencana 

Kekeringan tergolong ke dalam “Extensive Risk”, yaitu suatu potensi kejadian bencana 

yang pola persebarannya tidak merata, bersifat lokal, dalam skala kejadian yang 

menengah hingga kecil, namun pola kejadiannya sering terulang pada periode waktu 

tertentu, yang secara kumulatif mengancam wilayah cukup luas apabila terjadi secara 

bersama-sama. Hal inilah kemudian yang mendorong bahwa sangat penting untuk 

mengedepankan aspek kesiapsiagaan dalam manajemen bencana kekeringan. 

Tersedianya dokumen perencanaan yang mampu memberikan informasi dan pedoman 

tentang peran masing-masing pihak (siapa berbuat apa) dalam sebuah mekanisme 

koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam peningkatan kemampuan menanggulangi 

bencana kekeringan secara komprehensif. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 mengamanatkan agar setiap daerah 

mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Pemaduan  dan  penyelarasan  

arah  kebijakan penanggulangan bencana pada  suatu daerah membutuhkan   dasar  

yang  kuat  dalam pelaksanaannya. Kabupaten Purworejo terus berupaya untuk 

melaksanakan mandat dari undang-undang penanggulangan bencana secara bertahap 

dengan menyusun beberapa dokumen terkait manajemen penaggulangan bencana. 

Pada tahun 2014 telah disusun dokumen kajian risiko bencana yang dituangkan didalam 

dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB tahun 2014-2018).  Kajian  risiko  

bencana  merupakan  perangkat  untuk menilai  kemungkinan  dan  besaran  kerugian  

akibat  ancaman  yang  ada. Proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

(RPB) Kabupaten Purworejo telah melibatkan berbagai pihak, penajaman implementasi 

dokumen RPB ini harus didukung dengan adanya dokumen turunan yang salah satunya 

adalah dokumen rencana kontingensi, yaitu dokumen perencanaan yang dilakukan 
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pada situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan 

teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi 

sumberdaya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik 

situasi darurat atau kritis akibat kejadian bencana, sehingga penting untuk menyiapkan 

mekanisme kesiapsiagaannya secara tepat dengan dukungan sumberdaya yang 

memadai. Dokumen rencana kontingensi merupakan dokumen perencanaan yang 

sifatnya spesifik untuk satu jenis bencana tertentu atau beberapa jenis bencana yang 

telah diketahui secara pasti keterkaitannya, seperti misalnya bencana gempabumi yang 

berpotensi tsunami, atau bencana longsor yang memicu terjadinya banjir bandang. 

Sosialisasi dan diskusi publik menjadi salah satu tahapan di dalam penyusunan 

dokumen rencana kontingensi kekeringan dengan tujuan untuk memastikan bahwa 

dokumen rencana kontingensi  telah berisikan substansi yang mengakomodasi 

kepentingan, permasalahan, dan sumberdaya yang ada di masyarakat serta disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. Rencana Kontingensi Kekeringan merupakan dokumen 

dinamis (living document) yang berlaku selama 3 tahunan dan akan dievaluasi secara 

berkala oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam hal pencapaian dan 

kesesuaiannya dengan kondisi daerah. Dalam rangka mengimplementasikan mandat 

undang-undang penanggulangan bencana dan mendukung pengintegrasian dan 

implementasi dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan 

bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah maka, pada Tahun 2021 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen rencana kontingensi 

untuk bencana kekeringan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 

terus melakukan penguatan aspek kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam 

kesiapsiagaan mengahadapi bencana kekeringan. Dokumen rencana kontingensi  ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo 

dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyelenggarakan kegiatan 

respon darurat bencana kekeringan, melalui penetapan kebijakan dan strategi serta 

langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat kekeringan bagi 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Purworejo. 
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Gambar 1.1 Peta Bahaya Kekeringan Kabupaten Purworejo 

(Sumber: Dokumen RPB Kabupaten Purworejo) 
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1.2. Pengertian Rencana Kontingensi 

Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera 

terjadi, tetapi belum pasti terjadi. Rencana Kontingensi merupakan suatu proses 

identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontingensi atau 

keadaan yang belum pasti tersebut. Suatu rencana Kontingensi mungkin tidak pernah 

diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana Kontingensi lahir dari 

proses perencanaan Kontingensi yang melibatkan para pemangku kepentingan atau 

organisasi/lembaga yang bekerjasama secara berkelanjutan untuk merumuskan dan 

menyepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakan-

tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak pada saat bencana terjadi. 

Perencanaan Kontingensi (Contingency Planning) juga didefinisikan sebagai 

suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan 

membuat skenario dan tujuan berdasarkan kesepakatan, menetapkan tindakan teknis 

dan manajerial serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi untuk mencegah atau 

menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis”. Perencanaan 

Kontingensi (Contingency Planning) menghasilkan Rencana Kontingensi (Contingency 

Plan) yang diaplikasikan untuk 1 (satu) jenis ancaman (misalnya ancaman kekeringan 

akibat kemarau panjang). Apabila suatu daerah akan membuat rencana Kontingensi 

untuk jenis ancaman yang lain (misalnya untuk longsor, tsunami, gempabumi, erupsi 

gunungapi, dll), maka tahapan-tahapan proses penyusunannya secara garis besar sama, 

hanya berbeda dalam hal penentuan skenario, kajian risiko, dan prioritas kebijakannya 

karena antara bencana yang satu dengan bencana yang lain memiliki karakteristik yang 

berbeda, tetapi untuk manajemen penanganan pengungsi secara garis besar sama. 

Dari definisi tersebut, dapat diambil beberapa butir penting terkait perencanaan 

Kontingensi yaitu: 

1). Dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan. 

2). Lebih merupakan proses daripada hanya sekedar menghasilkan dokumen, 

sehingga dokumennya bersifat dinamis (living document).  

3). Merupakan suatu proses pembangunan konsensus bersama untuk 

menyepakati skenario dan tujuan yang akan diambil. 
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4). Merupakan suatu kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan 

langkah dan sistem penanganan yang akan diambil sebelum keadaan darurat 

terjadi. 

5). Mencakup upaya-upaya yang bersifat mencegah dan juga membatasi 

konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi. 

 

Rencana Kontingensi disusun secara bersama-sama oleh berbagai 

pihak/unsur/komponen masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya kesiapsiagaan 

oleh semua pihak karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara 

pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat dimana pemerintah sebagai penanggung-

jawab utamanya. Masing-masing pihak/pelaku dapat berperan aktif sesuai dengan 

kemampuan, keahlian, kompetensi dan kewenangannya serta menyumbangkan 

sumberdaya yang ada dalam lingkup kekuasaan/kewenangannya. Unsur/pelaku 

penyusunan rencana Kontingensi antara lain: 

1). Instansi/lembaga pemerintah 

2). TNI / POLRI 

3). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 

4). Kementerian PUPR (BBWSSO) 

5). Lembaga usaha/swasta 

6). Organisasi kemasyarakatan 

7). Palang Merah Indonesia (PMI) 

8). Search and Resque (SAR) 

9). Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 

10). Relawan Penanggulangan Bencana 

11). ORARI/RAPI 

12). LSM/NGO 

13). Perguruan Tinggi 

14). Lembaga Usaha 

15). Media Massa (Mass Media) 

16). Tokoh masyarakat/agama 

17). Pramuka 

18). Organisasi Pemuda 

19). Pihak-pihak/para pelaku lainnya yang relevan dengan jenis ancamannya 
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Para pelaku penyusunan rencana Kontingensi adalah mereka yang memiliki 

kemauan dan kemampuan/kompetensi serta otoritas dalam pengambilan keputusan 

untuk mewakili instansi/lembaga/organisasinya. Dalam hal penentuan pelaku, tidak ada 

diskriminasi dan perlu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Penyusunan 

rencana Kontingensi dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan terlebih dahulu, atau 

melalui forum-forum lain seperti rapat koordinasi, FGD, Workshop, wawancara, survei 

lapangan, survei instansi/kelembagaan yang dilanjutkan dengan lokakarya dan 

pengujian dokumen melalui kegiatan gladi baik itu galdi posko maupun gladi lapangan. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kekeringan 

Kabupaten Purworejo adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kedaruratan 

bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Purworejo, sehingga apabila bencana 

kekeringan terjadi semua pihak dapat menjalankan, mengerahkan dan memobilisasi 

sumberdaya yang dimiliki sesuai syarat, kriteria dan aturan yang telah ditetapkan dan 

disepakati bersama.  

Tujuan  

1). Tersusunnya skenario, kebijakan, strategi, tindakan teknis dan manajerial yang 

disepakati dan ditetapkan bersama oleh semua stakeholder yang ada di Kabupaten 

Purworejo untuk mencegah atau menanggulangi bencana kekeringan secara lebih 

baik dalam situasi darurat atau kritis; 

2). Menyiapkan pedoman untuk memobilisasi sumber daya para pemangku 

kepentingan pada saat tanggap darurat bencana kekeringan di wilayah Kabupaten 

Purworejo, sehingga penanganan darurat bencana kekeringan, dan pemenuhan 

kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, 

dan terpadu; 
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1.4. Landasan Hukum 

1). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

2). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

3). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  

4). Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana 

5). Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 

Bantuan Bencana 

6). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga 

Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan 

Bencana  

7). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana  

8). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

9). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

10). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.101 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimum 

11). Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD 

12). Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian 

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

13). Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi 

Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

14). Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando 

Tanggap Darurat Bencana 

15). Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan 

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana 

16). Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana 
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17). Peraturan Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan 

Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana 

18). Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012, Tentang pedoman umum pengkajian 

risiko bencana.  

19). Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan 

Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana 

20). Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi 

Kebencanaan 

21). Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando 

Penanganan Darurat Bencana 

22). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah 

23). Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penanggulangan Bencana di Daerah 

24). Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2012, tentang penjabaran tugas 

fungsi dan tata kerja BPBD Kabupaten Purworejo 

25). Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2016, tentang Standarisasi 

Indeks dalam Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana dari APBD 

Kabupaten Purworejo 

 

1.5. Batasan Operasional terkait Rencana Kontingensi 

1). Daerah adalah Kabupaten Purworejo.  

2). Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3). Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

4). Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

5). Bupati adalah Bupati Purworejo. 

6). Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD 

adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. 

7). Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo 
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8). Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan 

sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya 

bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang  

9). Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, 

sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu 

wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban 

dan kerusakan. 

10). Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam  maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

11). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang 

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 

12). Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada 

suatu wilayah dan kurun waktu tertentu  yang dapat merupakan kematian, 

luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 

kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

13). Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat 

berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun 

kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda 

lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. 

14). Kontingensi  adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera  

terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi. 

15). Perencanaan Kontingensi  adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam 

situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, 

tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan 

pengerahan potensi sumberdaya disetujui bersama, untuk mencegah, atau 

menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. 
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16). Penentuan Kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan 

dijadikan dasar dalam perencanaan Kontingensi. 

17). Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar. 

18). Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana 

yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana. 

19). Sektor adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis.  Sektor 

terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.  

20). Perencanaan Sektoral  adalah suatu rencana yang disusun oleh klaster yang 

berisi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang 

tersedia di masing-masing klaster untuk penanganan darurat mengacu pada 

standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku. 

21). Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera 

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, 

yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, 

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsian, 

penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana. 

22). Komando Tanggap Darurat adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat 

Bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan 

dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar 

yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang 

jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan 

instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya. 

23). Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek 

perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan 

sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap 

darurat dan pemulihan darurat. 

24). Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem penanganan darurat 

bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan 

mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan 

anggaran. 
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25). Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat dalam rangka pelaksanaan 

operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Komando 

Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana Kontingensi dan hasil 

kaji cepat. 

26). Evakuasi adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat 

terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri 

ke daerah aman. 

27). Latihan Kesiapsiagaan adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara 

sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar 

instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiapsiagaan terpadu. 

28). Legalisasi adalah pengesahan dokumen rencana Kontingensi  menjadi legal 

secara hukum melalui Peraturan Kepala Daerah 

29). Standar Pelayanan Minimum adalah Suatu penetapan tingkatan terendah 

yang harus dicapai pada masingmasing bidang/sektor dan berfungsi sebagai 

tolok ukur untuk perencanaan program, mengukur dampak program atau 

proses dan akuntabilitas. 

30). Sinkronisasi/Harmonisasi adalah Proses mensinkronisasikan hasil 

perencanaan sektoral untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan melalui 

rapat koordinasi. 

 

1.6. Prinsip Rencana Kontingensi 

Dokumen rencana Kontingensi  ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1). Partisipatif, disusun oleh multi sektor dan multi pihak 

2). Spesifik untuk jenis ancaman tunggal (single hazard) yaitu ancaman 

kekeringan.  

3). Mendasarkan pada skenario dan tujuan yang disusun melalui kajian ilmiah dan 

disepakati bersama 

4). Dilakukan secara terbuka dan transparan 

5). Menetapkan peran dan tugas setiap sektor secara proporsional 
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6). Menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama dan berkomitmen untuk 

menjalankannya 

7). Disusun untuk menghadapi kondisi darurat kekeringan yang diakibatkan oleh 

kondisi iklim di Kabupaten Purworejo 

8). Dinamis dan selalu terbarukan (living document) 

 

1.7. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup wilayah yang diatur dalam rencana Kontingensi ini adalah wilayah 

Kabupaten Purworejo dengan menitikberatkan pada wilayah-wilayah terdampak 

kekeringan yang di dalam Rencana Kontingensi ini diskenariokan berdampak pada 11 

wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Pituruh, Kemiri, Gebang, Bener, Loano, Purworejo, 

Kaligesing, Bayan, Bagelen, Purwodadi, dan Kecamatan Grabag. 

Ruang lingkup koordinasi meliputi koordinasi vertikal dengan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat, sedangkan koordinasi horizontal dengan 

Pemerintah Kabupaten tetangga yaitu: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, 

Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Kebumen termasuk juga koordinasi dengan 

seluruh stakeholder di wilayah Kabupaten Purworejo.  Ruang lingkup jenis kedaruratan 

bencana yang diatur dalam dokumen ini berfokus pada potensi bencana kekeringan. 

Sedangkan untuk ruang lingkup substansi kegiatan meliputi: 

1). Penilaian tingkat bahaya kekeringan (hazard analysis),  

2). Pemetaan kapasitas dan sumberdaya parapihak dalam rencana kontingensi 

kekeringan di lingkup Kabupaten Purworejo, 

3). Pengembangan skenario kejadian, dampak, jumlah masyarakat terdampak, 

dan proyeksi kebutuhan; 

4). Penetapan kebijakan yang akan menghasilkan sasaran dan strategi serta 

struktur organisasi dan area fungsional;  

5). Analisis sumberdaya yang akan menghasilkan daftar kebutuhan;  

6). Rencana tindak lanjut yang akan menghasilkan strategi  lanjutan untuk proses 

penyesuaian dan pembaruan; 

7). Menyusun dokumen rencana kontingensi kekeringan dengan sistematika 

sebagai berikut: 
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 Halaman Judul 

 Daftar Isi 

 Daftar Tabel 

 Daftar Gambar 

 Daftar Istilah/Singkatan 

 BAB I:  SITUASI 

1.1.  Karakteristik Bencana (Ancaman) 

1.2.  Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak 

 BAB II:  TUGAS POKOK 

 BAB III: PELAKSANAAN 

3.1.  Konsep Operasi 

3.2.  Fungsi 

3.3.  Tugas-tugas 

3.4.  Instruksi koordinasi 

 BAB IV: ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 

4.1.  Administrasi 

4.2.  Logistik 

 BAB V:  KOMANDO, KENDALI, DAN KOMUNIKASI 

 LAMPIRAN: 

Lampiran A : Struktur Organisasi 

Lampiran B : Susunan Tugas 

Lampiran C : Jaring Komunikasi 

Lampiran D : Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya 

Lampiran E : Peta - Peta 

Lampiran F : SOP - SOP 

Lampiran G : Lembar Komitmen 

Lampiran H : Lembar Berita Acara Penyusunan Renkon 

Lampiran I  : Profil Lembaga/Organisasi 

 

  

 



 
Rencana Kontingensi Kekeringan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2024 

 

16 
  

1.8. Proses Penyusunan 

Tahap persiapan kegiatan penyusunan rencana kontingensi kekeringan 

Kabupaten Purworejo meliputi: penyediaan peta bahaya kekeringan wilayah Kabupaten 

Purworejo, data Kabupaten Dalam Angka, data tentang ketersediaan sumberdaya dari 

masing-masing OPD/sektor/pihak/instansi/organisasi dan informasi dari berbagai 

sumber/unsur teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatannya berupa penyusunan rencana Kontingensi 

yang dimulai dari penilaian risiko, didahului dengan penilaian bahaya kekeringan. 

Penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1). Sosialisasi kegiatan penyusunan rencanaan Kontingensi kepada seluruh 

stakeholder di Kabupaten Purworejo, sebagai langkah untuk penyamaan 

persepsi tentang pentingnya perencanaan kontingensi kekeringan. 

2). Pengumpulan dan pemutakhiran data yang dibutuhkan, termasuk data 

ancaman (hazard) dan keterpaparan (exposure), pengumpulan data dilakukan 

pada semua sektor penanganan bencana kekeringan dan lintas administratif. 

3). Rapat koordinasi dan lokakarya perencanaan kontingensi bagi stakeholder 

yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen rencana kontingensi. 

4). Penyusunan draft awal rencana Kontingensi oleh Tim Perumus yang ditunjuk. 

5). Verifikasi data ancaman, keterpaparan dan data-data lainnya yang 

dibutuhkan dalam perencanaan kontingensi, analisa data sumberdaya yang 

ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap 

darurat. 

6). Revisi/pengembangan dokumen rencana kontingensi berdasarkan data yang 

telah dimutakhirkan. 

7). Konsultasi publik (Public hearing) hasil rumusan rencana Kontingensi. 

8). Perbaikan/finalisasi dokumen rencana kontingensi. 

9). Ujicoba Rencana Kontingensi melalui Table Top Exercise (TTX) dan Geladi 

Posko. 

10). Pengesahan dokumen rencana Kontingensi menjadi kebijakan daerah. 

11). Penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada semua 

stakeholder penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo. 
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Proses penyusunan rencana Kontingensi secara diagramatis digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1.2. Diagram Alir Penyusunan Rencana Kontingensi 

 

1.9. Aktivasi Rencana Kontingensi 

Aktivasi dokumen rencana kontingensi ini dilakukan setelah tanda-tanda 

datangnya ancaman bencana kekeringan akibat musim kemarau yang panjang 

diidentifikasi melalui hasil kajian dari instansi berwenang yaitu Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan kriteria musim kemarau yang disertai 

dengan El-Nino diprediksi akan mengakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan 

dan ekstrem, sehingga lembaga yang berwenang dalam hal ini BMKG memberikan 

rekomendasi kepada Bupati Purworejo secara bertahap mulai dari penetapan kondisi 
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siaga darurat kekeringan (aktivasi renkon) sampai penetapan keadaan darurat 

kekeringan (aktivasi renops). Dengan asumsi masa tanggap darurat berlangsung selama 

musim kemarau berlangsung dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di 

lapangan.   

1.9.1. Mekanisme Aktivasi Rencana Kontingensi 

1). Jika indikator potensi bencana telah aktif/terjadi/terpenuhi, maka sistem  

peringatan dini kekeringan secara intensif memberikan informasi awal tentang 

akan terjadinya kekeringan serta informasi kemungkinan lokasi yang akan 

terdampak. 

2). Setelah rencana Kontingensi diaktifkan, Kepala BPBD segera melakukan rapat 

koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat OPD dan unsur-unsur lain yang 

terlibat dalam penanggulangan bencana kekeringan (TNI, Kepolisian, OPD, 

BBWSSO, BMKG, PMI, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Usaha (PDAM, 

Perbankkan, dan lembaga usaha lainnya yang memiliki kepedulian terhadap 

bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Purworejo). Materi rapat antara lain 

membahas : 

1. Pembaharuan data sumber daya (manusia dan peralatan) yang secara riil 

dapat digerakkan dalam proses tanggap darurat. 

2. Menyepakati Struktur Komando pada Penanganan Darurat Bencana 

(SKPDB) yang akan digunakan dan dilengkapi dengan pembagian tugas 

yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur 

tetap dalam lampiran rencana Kontingensi. 

3. Melaporkan kepada Bupati Kabupaten Purworejo tentang 

perkembangan secara terus-menerus terkait status siaga darurat 

kekeringan telah aktif. 

1.9.2. Aktivasi Rencana Operasi 

Rapat Koordinasi aktivasi Rencana Kontingensi akan menghasilkan Rencana 

Operasi, yang antara lain berupa : 

a. Aktivasi  Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan pembagian peran; 

b. Pembaruan (updating) data sektoral; 
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c. Profil dasar wilayah terdampak bencana kekeringan, berdasarkan hasil kaji cepat 

Tim Reaksi Cepat dibawah koordinasi BPBD.  

Pelaksanaan Rencana Operasi dapat dilakukan setelah Kepala Daerah (Bupati) 

menetapkan dan mengumumkan Status Tanggap Darurat Kekeringan dan masa 

berlakunya tanggap darurat (Masa tanggap darurat dapat disesuaikan dengan skala 

bencana kekeringan yang terjadi). Rencana Operasi Tanggap Darurat Kekeringan 

memiliki cakupan kegiatan yang sangat spesifik, dititik beratkan pada kegiatan tanggap 

darurat pada wilayah terdampak kekeringan. 

 
 
 

Gambar 1.3. Alur Aktivasi Rencana Kontingensi Kekeringan Hingga Aktivasi Rencana Operasi 
Darurat Kekeringan 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM WILAYAH 

 

 

2.1. Wilayah Administrasi 

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 

secara astronomis terletak pada posisi antara 109o 47’ 28” - 110o 8’ 20” Bujur Timur dan 

7o 32’ – 7o 54” Lintang Selatan. Luas daerah adalah 1.034,82 km2. Batas wilayah 

administrasi Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang, 

 Sebelah Timur : Kabupaten Kulon Progo, DIY 

 Sebelah Selatan : Samudera Hindia, 

 Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen. 

Secara administratif, Kabupaten Purworejo meliputi 16 kecamatan yang terdiri 

dari 469 desa dan 25 kelurahan. Dari 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo, kecamatan 

terjauh adalah Kecamatan Bruno dengan jarak 35 km dari pusat kota, dan kecamatan 

terdekat dari Purworejo adalah Kecamatan Banyuurip dengan jarak dari pusat kota 4 

km. Kabupaten Purworejo menempati area seluas 103.481 Ha. Kecamatan Bruno 

sebagai kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Kutoarjo sebagai kecamatan terkecil 

Peta administrasi Kabupaten Purworejo disajikan pada Gambar 2.1. Adapun jumlah 

desa dan luas menurut kecamatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo 

No. Kecamatan Jumlah Desa Luas Wilayah (km2) 

1. Grabag 32 64,92 

2. Ngombol 57 55,27 

3. Purwodadi 40 53,96 

4. Bagelen 17 63,76 

5. Kaligesing 21 74,73 

6. Purworejo 25 52,72 
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7. Banyuurip 27 45,08 

8. Bayan 26 43,21 

9. Kutoarjo 27 37,59 

10. Butuh 41 46,08 

11. Pituruh 49 77,42 

12. Kemiri 40 92,05 

13. Bruno 18 108,43 

14. Gebang 25 71,86 

15. Loano 21 53,65 

16. Bener 28 94,08 

Jumlah 494 1.034,82 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, jumlah 

penduduk di Kabupaten Purworejo tahun 2020 adalah 718.316 jiwa, dengan jumlah 

penduduk laki-laki sebesar 354.084 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 

364.232 jiwa, sehingga rasionya ada pada nilai 97,21. 

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun di Kabupaten Purworejo 

No. Kecamatan Penduduk 
Laju Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

1. Grabag 44.035 0,26 

2. Ngombol 31.790 0,26 

3. Purwodadi 37.633 0,26 

4. Bagelen 29.652 0,26 

5. Kaligesing 30.063 0,26 

6. Purworejo 85.640 0,26 

7. Banyuurip 41.308 0,26 

8. Bayan 47.146 0,26 

9. Kutoarjo 60.088 0,26 

10. Butuh 40.063 0,26 

11. Pituruh 47.168 0,26 

12. Kemiri 52.274 0,26 

13. Bruno 44.696 0,26 

14. Gebang 41.138 0,26 

15. Loano 35.680 0,26 

16. Bener 49.942 0,26 

Purworejo 718.316 0,26 

        Sumber :  Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2020 
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Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo 
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2.2. Kondisi Fisik Wilayah 

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Purworejo yang ditampilkan dalam Rencana 

Kontingensi Kekeringan ini yaitu topografi, kondisi tanah, iklim dan curah hujan, 

hidrologi, penggunaan lahan dan kondisi geologi regional. Kondisi fisik ini digunakan 

sebagai acuan untuk mengkaji daerah yang mungkin memiliki potensi kekeringan baik 

karena faktor hidrologis, meterorologis, klimatologis, maupun geologis. Masing-masing 

karakteristik kondisi fisik wilayah di Kabupaten Purworejo dijabarkan sebagai berikut. 

2.2.1. Topografi 

Kekeringan geomorfologi berkaitan dengan karakteristik tanah dan topografi. 

Semakin kecil kemiringan lereng maka aliran limpasan permukaan semakin lambat 

sehingga air yang jatuh akan diserap oleh tanah lebih banyak, maka risiko kekeringan 

semakin kecil sebaliknya semakin besar kemiringan lereng maka aliran limpasan 

permukaan semakin cepat sehingga air yang jatuh sulit diserap tanah, maka risiko 

kekeringan semakin tinggi. 

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Purworejo cukup bervariasi mulai 

dari pantai, dataran rendah, dan perbukitan dengan ketinggian berkisar 0-1050 mdpl. 

Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 meter 

di atas permukaan air laut. Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit 

dengan ketinggian antara 25-1050 meter di atas permukaan air laut. Kondisi kemiringan 

lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) 

kategori yaitu:  

1). Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten 

Purworejo,  

2). Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, 

dan Bagelen,  

3). Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten 

Purworejo,  

4). Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, 

Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh. 
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Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Purworejo 
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Secara Fisiografis, Daerah Kabupaten Purworejo dibagi menjadi tiga satuan 

bentang alam, yakni Pegunungan Kulon Progo, Pegunungan Serayu Selatan, dan Dataran 

Purworejo. Satuan bentang alam Pegunungan Kulon Progo (Menoreh) terletak di bagian 

timur - tenggara dan Pegunungan Serayu Selatan berada di bagian utara – barat laut. 

Kedua bentang alam pegunungan tersebut mempunyai variasi puncak ke-tinggian 

antara 200 m sampai dengan 900 m di atas permukaan laut dan kemiringan lereng 

beragam mulai dari landai (8 - 15%) sampai dengan sangat terjal (> 45%). Bentang alam 

Dataran Purworejo terletak di bagian tengah - selatan, meliputi wilayah Kota Purworejo, 

Kota Kutoarjo, dan ke selatan hingga kawasan pantai Samudera Hindia. Dataran 

Purworejo ini dibatasi oleh Dataran Kebumen - Banyumas di sebelah barat, sedangkan 

di sebelah timur dibatasi oleh Kali Bogowonto dan Pegunungan Kulon Progo. Ke arah 

timur - barat, Dataran Purworejo mempunyai lebar lebih kurang 25 km, dan panjang ke 

arah utara - selatan sekitar 27 km. Dari utara ke selatan dataran ini menurun dari 

ketinggian sekitar 60 m di Kota Purworejo sampai 0 m di atas permukaan air laut di 

pantai selatan, dengan kemiringan sangat melandai ke selatan (0 - 8%). 

Ketinggian beberapa wilayah kecamatan dari permukaan laut di Kabupaten 

Purworejo ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3. Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Purworejo (Mdpal) 

No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Tinggi (meter) 

1 Grabag Patutrejo 2,5 

2 Ngombol Ngombol 12 

3 Purwodadi Jenar Wetan 12 

4 Bagelen Bagelen 17 

5 Kaligesing Kaligono 200 

6 Purworejo Cangkreplor 63 

7 Banyuurip Banyuurip 12 

8 Bayan Besole 19 

9 Kutoarjo Kutoarjo 26 

10 Butuh Dlangu 10 

11 Pituruh Pituruh 18 

12 Kemiri Kemiri Kidul 20 

13 Bruno Brunorejo 325 

14 Gebang Bendosari 85 

15 Loano Banyuasin Kembaran 78 

16 Bener Kaliurip 150 

Sumber :  Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2020 
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2.2.2. Kondisi Tanah 

Kekeringan geomorfologi juga dapat dipengaruhi oleh faktor batuan yang tidak 

dapat menyimpan air. Batuan lempung mempunyai porositas tinggi, namun hasil air 

rendah sehingga tanah batuan lempung mempunyai kelembaban tinggi, namun sumur 

di batuan tersebut mempunyai potensi yang rendah. Jenis batuan yang kurang mampu 

menyimpan dan melepas air adalah batu pasir, batu Sabak, batu granit dan kuarsit. Di 

wulayah-wilayah dengan jenis batuan tersebut menunjukkan bahwa air tanah langka 

meskipun wilayahnya memiliki intensitas curah hujan tinggi, karena batuan tidak dapat 

menyimpan air maka daerah tersebut rawan kekeringan (Suyono, 2007). 

Tekstur tanah terbagi menjadi tiga jenis antara lain geluh, lempung, dan pasir. 

Ketiga jenis tekstur tanah tersebut terdapat perbedaan dari segi fisik dan kandungan 

dalam menyerap air di permukaan sehingga tekstur tanah sangat berpengaruh dalam 

terjadinya potensi kekeringan geomorfologi. 

Berdasarkan jenis tanahnya, Kabupaten Purworejo terdiri atas 3 bagian utama, 

yaitu:  

1). Jenis tanah alluvial mempunyai agihan sebesar 31,9% di wilayah Kabupaten 

Purworejo. Sebagian besar dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, jenis tanah 

ini mempunyai produktifitas rendah sampai dengan tinggi. Disamping untuk 

budidaya pertanian tanah jenis ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan 

permukiman. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Grabag, Kecamatan 

Ngombol, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, 

sebagian Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Bayan, Kecamatan 

Purworejo, dan Kecamatan Purwodadi 

2). Tanah Regosol, memiliki produktivitas yang rendah sampai yang tinggi dan 

biasanya digunakan untuk pertanian dan perkebunan Jenis tanah ini meliputi 5% 

dari luas total Kabupaten Purworejo 

3). Jenis Tanah Latosol mendominasi wilayah Kabupaten Purworejo dengan agihan 

sebesar 63,07%, dengan produktifitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini 

merupakan tanah pertanian yang relatif baik 
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2.2.3. Kondisi Iklim  

Gambaran klimatologi diperlukan sebagai pertimbangan perencanaan 

penanggulangan bencana kekeringan, baik dari segi pertimbangan waktu serta 

pertimbangan penerapan mitigasi yang tepat guna. Secara umum Kabupaten Purworejo 

mempunyai iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau 

yang datang setiap enam bulan silih berganti. Suhu rata-rata 20o C – 32o C. Sedangkan 

kelembaban rata-rata antara 70 – 90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan 

Desember rata-rata sebesar 695 mm, diikuti bulan Januari rata-rata sebesar 580 mm. 

Kabupaten Purworejo memiliki curah hujan yang cukup signifikan, dengan 

presipitasi masih terjadi bahkan selama bulan terkering. Menurut Köppen dan Geiger, 

iklim ini diklasifikasikan sebagai Af. Suhu rata-rata tahunan adalah 24,1o C, presipitasi 

rata-rata 3.123 mm/tahun. Kondisi suhu udara, kelembaban dan curah hujan di 

Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.4. Keadaan Suhu Udara, Kelembaban, dan Curah Hujan di Kabupaten 
Purworejo 

Bulan 

Temperatur 
(0C) 

Kelembaban 
Rata-Rata 

(%) 

Curah 
Hujan 
(mm) Max Min Rata-Rata 

Januari 31,80 27,90 25,10 84 358 

Februari 32,00 27,70 24,00 84 253 

Maret 31,00 27,30 27,30 85 619 

April 31,90 28,30 25,60 82 135 

Mei - - - - 26 

Juni 28,50 25,50 23,50 84 1 

Juli 28,00 25,10 23,00 86 1 

Agustus 27,60 24,70 22,70 84 2 

September 28,10 25,20 23,00 83 - 

Oktober 28,00 25,10 23,00 83 - 

Nopember - - - - 83 

Desember - - - - 271 

Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2020 
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Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Purworejo 
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2.2.4. Kondisi Hidrologi 

Analisis hidrologi merupakan salah satu komponen penting dari analisis 

ancaman kekeringan.  Hal tersebut disebabkan karena besar kecilnya kekeringan yang 

ditimbulkan oleh karakteristik hidrologi umumnya berbanding lurus dengan besar 

kecilnya debit rancangannya, walaupun terdapat hal-hal lain yang cukup signifikan juga 

dalam mempengaruhi potensi kekeringan suatu wilayah, misalnya volume waduk atau 

kemampuan waduk untuk menyediakan cadangan air. 

Wilayah Kabupaten Purworejo dialiri oleh tiga sungai utama, yaitu Kali Wawar di 

sebelah barat, Kali Jali atau Cokroyasan di bagian tengah, dan Kali Bogowonto di sebelah 

timur. Kali Wawar juga menjadi batas antara Kabupaten Kebumen di sebelah barat dan 

Kabupaten Purworejo di sebelah timur. Bagian hulu dan hilir ketiga sungai tersebut 

mempunyai pola aliran sejajar berarah utara - selatan. Akan tetapi di bagian tengah 

ketiganya mempunyai pola aliran sejajar berarah timur laut - barat daya. Di bagian hilir 

Kali Bogowonto sudah memperlihatkan bentuk aliran berkelok-kelok atau meandering, 

yang menunjukkan sebagai aliran sungai berstadium tua. Di bagian hulu Kali Bogowonto 

mempunyai tiga anak sungai, yakni Kali Bogowonto sendiri, Kali Kodil dan Kali 

Banyuasin. Kali Wawar mempunyai anak cabang Kali Kedunggupit, Kali Pepe, dan Kali 

Tunggorono. 

Gambaran geohidrologi diperlukan untuk mengetahui kondisi sumber air baku, 

kondisi penggunaan air tanah di Kabupaten Purworejo sebagai dasar pertimbangan 

perencanaan kontingensi kekeringan. Potensi air di Kabupaten Purworejo tergolong 

tinggi, pasokan air melimpah baik itu air permukaan maupun air tanah yang 

dimanfaatkan untuk air minum dan irigasi, tetapi 11 wilayah kecamatan masih 

mengalami kekurangan air pada musim kemarau. Beberapa sungai di wilayah ini 

termasuk ke dalam DAS Serayu – Luk Ulo yang umumnya bermuara ke Samudera Hindia, 

antara lain: Kali Bogowonto, Kali Kodil, Kali Jali, Kali Gebang, Kali Bedono, dan anak 

sungainya. Hulu sungai-sungai tersebut umumnya berada di bagian tengah dan Utara 

Kabupaten Purworejo. Inventarisasi lima sungai ini memiliki panjang sungai yaitu: 

Sungai Bogowonto (174.450 m), Sungai Wawar (962.500 m), Sungai Jali (1.300.100 m), 

Sungai Gebang (76.300 m), Sungai Bedono (60.900 m).  
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Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Purworejo 
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2.2.5. Kondisi Geologi 

Gambaran geologi diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kerawanan 

bencana kekeringan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi yang ada di wilayah 

Kabupaten Purworejo, sehingga pilihan tindakan mitigasi dan perencanaan 

kontingensinya dapat dilakukan dengan tepat. Kondisi geologi di Kabupaten Purworejo 

dapat dirinci menjadi bahasan mengenai lithologi/batuan, stratigrafi dan struktur 

geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena 

alam khususnya potensi bencana kekeringan. Proporsi litologi batuan Kabupaten 

Purworejo berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunungapi sebesar 60,1% 

terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan 

topografi tinggi dan 39,9% aluvium tersebar pada daerah dengan topografi rendah di 

bagian selatan dan barat Kabupaten Purworejo. Susunan batuan/stratigrafi yang 

menyusun wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti tata stratigrafi pada Pegunungan 

Serayu Utara yang berada di bagian utara dan Pegunungan Menoreh yang berada di 

bagian timur. Kabupaten Purworejo sendiri memiliki empat bentuk lahan asal proses, 

meliputi bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal proses fluvial, bentuk 

lahan asal proses marin dan bentuk lahan asal proses denudasional. 

Agihan satuan morfologi perbukitan berelief tinggi terletak di bagian timur 

wilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan bagian dari perbukitan Progo Barat. 

Satuan morfologi berelief sedang terletak di bagian utara wilayah sebagai bagian dari 

Pegunungan Serayu Selatan. Satuan morfologi lereng kaki gunungapi berada pada 

lereng kaki gunungapi Sumbing yang posisinya pada bagian timur laut wilayah 

Kabupaten Purworejo. Pada daerah tengah hingga selatan terdapat satuan morfologi 

pedataran dan merupakan daerah dataran alluvial dan alluvial pantai. 

 

2.2.6. Penggunaan Lahan  

Pola penggunaan lahan terkait dengan pengelolaan kekeringan pada sektor 

pertanian dan juga program-program konservasi pada wilayah lindung dan resapan air. 

Penggunaan Lahan di Kabupaten Purworejo didominasi penggunaan lahan sebagai 

kebun dengan persentase sebesar 39,30 % dari total luas area. Penggunaan lahan kebun 

banyak mendominasi Kabupaten Purworejo bagian timur dan utara, terutama daerah 
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dengan kemiringan lereng yang cukup tinggi. Sawah irigasi menjadi penggunaan lahan 

kedua yang mendominasi Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 28,82%. Secara 

keseluruhan sawah irigasi memiliki luas sebesar 29.702,60 hektar. Sawah irigasi banyak 

mendominasi bagian tengah wilayah Kabupaten Purworejo yang memiliki topografi 

datar. Kabupaten Purworejo memiliki 545,7 ha perkebunan kopi dan 3.383,36 ha 

perkebunan cengkeh. Luas perkebunan cabai mencapai 800 ha pada tahun 2018 dan 

turun menjadi 699 ha pada tahun 2019. Untuk perkebunan biofarma komoditas jahe 

menjadi tanaman yang cukup banyak dibudidayakan oleh masyarakat mencapai 

419.385 ha tahun 2018 dan 454.312 pada tahun 2019.  

Tabel 2.5. Persentase Pengunaan Lahan Kabupaten Purworejo 

Penggunaan Lahan Luas (Hektar) Persentase 

Pemukiman 18.898,03 18,34 

Air Tawar 1.204,57 1,17 

Belukar/Semak 4.943,81 4,80 

Pasir Darat 554,22 0,54 

Gedung 91,19 0,09 

Hutan 1.430,56 1,39 

Kebun 40.501,38 39,30 

Rumput 466,51 0,45 

Rawa 354,57 0,34 

Sawah Irigasi 29.702,60 28,82 

Sawah Tadah Hujan 4.894,45 4,75 

Tegalan 4,32 0,00 

Total 103.482,00 100,00 

 

2.3. Kependudukan 

Kependudukan merupakan data yang terkait dengan demografi pada suatu 

wilayah. Data kependudukan di Kabupaten Purworejo meliputi data jumlah penduduk 

keseluruhan, komposisi penduduk, rasio jenis kelamin (sex ratio), rasio ketergantungan 

(dependency ratio), dan kepadatan penduduk. Perbandingan banyaknya jumlah 

penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan disebut sebagai rasio jenis kelamin. 

Perbandingan banyaknya jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 

tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) disebut dengan rasio 

ketergantungan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kepadatan penduduk 

Kabupaten Purworejo disajikan pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Purworejo 

No Kecamatan 
Total 

Penduduk 
(Jiwa) 

Luas 
Wilayah 

(km2) 

Kepadatan 
(jiwa/km2) 

1. Grabag 44.035 64,92 678 

2. Ngombol 31.790 55,27 575 

3. Purwodadi 37.633 53,96 697 

4. Bagelen 29.652 63,76 465 

5. Kaligesing 30.063 74,73 402 

6. Purworejo 85.640 52,72 1.624 

7. Banyuurip 41.308 45,08 916 

8. Bayan 47.146 43,21 1.091 

9. Kutoarjo 60.088 37,29 1.598 

10. Butuh 40.063 46,08 869 

11. Pituruh 47.168 77,42 609 

12. Kemiri 52.274 92,05 568 

13. Bruno 44.696 108,43 412 

14. Gebang 41.138 71,86 572 

15. Loano 35.680 53,65 665 

16. Bener 49.942 94,08 531 

JUMLAH 718.316 1.034,82 694 

   Sumber: Kabupaten Purworejo dalam angka 2020 

 
 

Analisis terkait dengan populasi penduduk penting untuk dititikberatkan pada 

11 wilayah kecamatan (Pituruh, Kemiri, Gebang, Bener, Loano, Purworejo, Kaligesing, 

Bayan, Bagelen, Purwodadi, dan Grabag) yang diprediksikan akan terdampak oleh 

kekeringan. Dari 11 wilayah kecamatan yang diperkirakan terdampak dapat diketahui 

bahwa wilayah Kecamatan Purworejo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk 

tertinggi, sedangkan wilayah Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah 

Kecamatan Bagelen. Tetapi berdasarkan analisis penerima risiko dari bencana 

kekeringan yang diakibatkan oleh musim kemarau berkepanjangan diketahui bahwa 

Kecamatan Bagelen merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah jiwa 

terdampaknya, diperkirakan mencapai 6521 jiwa atau 1.844 KK tersebar di 12 desa dan 

kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduk terdampaknya adalah Kecamatan 

Purwodadi yaitu 192 jiwa dari 66 KK. Secara keseluruhan berdasarkan data distribusi 

bantuan air untuk darurat kekeringan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 jumlah 

penerima risiko di Kabupaten Purworejo mencapai 30.417 jiwa di 69 Desa terdampak. 
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2.4. Gambaran Umum Kekeringan di Kabupaten Purworejo 

Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Purworejo ada 2 (dua) 

macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. 

Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan 

bendung control point. Sedangkan kekeringan pada daerah permukiman penduduk 

ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air bersih/minum, 

banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahalnya biaya memperoleh air 

bersih. Kawasan rawan bencana kekeringan secara umum tersebar merata hampir di 

seluruh kecamatan. Kawasan sangat kering tersebar di Kecamatan Pituruh, Kemiri, 

Gebang, Bener, Loano, Purworejo, Kaligesing, Bayan, Bagelen, Purwodadi, dan Grabag. 

Dalam pengelolaan air tanah di Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari upaya 

mitigasi bencana kekeringan, diperlukan pengaturan agar keberadaannya dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tanpa menimbulkan 

kerusakan pada lingkungan serta tetap terjaga kesinambungan, ketersediaan, serta 

kelestariannya. Untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam 

melakukan pengelolaan air tanah secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan 

lingkungan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah. 

Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Purworejo diketahui bahwa 

bahaya kekeringan termasuk salah satu bencana yang masuk kategori kelas tinggi. Hasil 

penilaian kerentanan terhadap bencana kekeringan di Kabupaten Purworejo 

menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo memiliki tingkat kerentanan bencana 

kekeringan TINGGI. Hal tersebut diperoleh berdasarkan kelas penduduk terpapar tinggi 

dan kelas kerugian rupiah (ekonomi dan fisik) tinggi. Berdasarkan nilai indeks kapasitas 

dan indeks kesiapsiagaan masyarakat terhadap kekeringan diketahui bahwa kapasitas 

masyarakat dalam menghadapi bahaya kekeringan masih masuk dalam kategori 

RENDAH. Sehingga akumulasi dari hasil analisis terhadap parameter ancaman, 

kerentanan dan kapasitas menunjukkan bahwa risiko bencana kekeringan di wilayah 

Kabupaten Purworejo masuk pada kategori TINGGI. Berdasarkan dokumen kajian risiko 

bencana Kabupaten Purworejo kekeringan masuk dalam salah satu kategori prioritas 1.  
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BAB III 
PENILAIAN RISIKO DAN PENGEMBANGAN SKENARIO 

 

 

3.1. Metode 

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi kekeringan Kabupaten Purworejo 

difasilitasi oleh BPBD sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas daerah dalam 

kesiapsiagaan penanggulangan bencana, khususnya penanganan darurat bencana 

kekeringan. Secara umum pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kontingensi 

kekeringan Kabupaten Purworejo dibagi kedalam 3 tahapan utama yaitu: tahap 

persiapan dan pengumpulan data, tahap pelaksanaan penyusunan melalui lokakarya 

(workshop), dan terakhir adalah tahap formalisasi.  

1. Persiapan dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1). Data Sejarah Kejadian Bencana Kekeringan Kabupaten Purworejo 

2). Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Purworejo 

3). Dokumen Rencana Penanggulanagan Bencana (RPB) Kabupaten Purworejo 

4). Data Kependudukan Kabupaten Purworejo 

5). Kebijakan daerah Kabupaten Purworejo Terkait penanganan bencana 

6). Data Infrastruktur, Ekonomi, kondisi Fisik, dan Fasilitas Umum Kabupaten 

Purworejo 

7). Struktur Organisasi penanggulangan bencana daerah 

Rapat persiapan dan pengumpulan data bertujuan untuk mensosialisasikan 

penyusunan rencana kontingensi kekeringan Kabupaten Purworejo. Dalam 

rapat koordinasi ini perwakilan dari unsur pentahelix hendaknya hadir semua. 

Hal-hal yang dipaparkan dalam tahap ini meliputi: 
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 Maksud, tujuan, dan urgensi penyusunan rencana kontingensi 

kekeringan di Kabupaten Purworejo. 

 Kajian Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Purworejo. 

 Penetapan tim perumus 

 Menginformasikan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan 

rencana kontingensi yang perlu disiapkan oleh masing-masing 

lembaga/instansi. Data dan Informasi yang dibutuhkan yaitu: 

Kondisi Wilayah meliputi: Gambaran Umum Wilayah, Peta Rawan 

Bencana Kekeringan, Kondisi Demografi, Penggunaan Lahan, Rencana 

Tata Ruang, Kondisi Fisik Wilayah (Geologi, Tanah, Iklim, Hidrologi, 

Topografi), Kehutanan, industri, dan pertanian.  

Kondisi Bencana Kekeringan Daerah meliputi: Ancaman bencana 

kekeringan, Sejarah bencana kekeringan, hasil analisa dampak bencana 

kekeringan di Kabupaten Purworejo. 

Peraturan dan Kebijakan Daerah Terkait Kebencanaan meliputi: 

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Kebijakan Daerah, 

SOP/Protap/Juknis/Juklak masing-masing lembaga yang terkait dengan 

penanggulangan bencana. 

Data Sumberdaya Setiap Instansi/Lembaga/Organisasi Daerah 

meliputi: Sumberdaya Manusia (BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas 

Pertanian, Dinas Sosial, Damkar, Dinas Kesehatan (Tenaga Dokter, 

Perawat), Relawan, Tagana, PMI, ORARI, RAPI, ORMAS, PDAM, Sektor 

Swasta, dan lembaga .  

2. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi kekeringan di Kabupaten 

Purworejo diawali dengan kegiatan Survei dan Observasi untuk memperoleh 

gambaran awal daerah terdampak bencana kekeringan, kemudian dilanjutkan 

dengan kegiatan lokakarya partisipatif, meliputi materi sebagai berikut: 

1). Diskusi Bab I 

 Diskusi karakteristik ancaman kekeringan 
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 Diskusi skenario kejadian bencana kekeringan dan asumsi dampak 

bencana kekeringan  

2). Diskusi Bab II 

 Diskusi Tugas Pokok para pihak dalam penanganan darurat bencana 

kekeringan 

3). Diskusi Bab III 

 Diskusi konsep operasi, fungsi tugas-tugas dan instruksi koordinasi 

dalam penanganan darurat bencana kekeringan 

4). Diskusi Bab IV 

 mekanisme pendanaan dan penyediaan logistik pada masa tanggap 

darurat kekeringan 

5). Diskusi komando, kendali, dan komunikasi 

 Diskusi struktur dan susunan tugas PDB 

 Diskusi jaring komunikasi 

 Diskusi estimasi ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya 

 Diskusi rencana tindak lanjut meliputi prosedur uji draft berupa rapat 

koordinasi, TTX, uji lapang, desiminasi, prosedur aktivasi, prosedur 

kaji ulang, prosedur formalisasi/legalisasi rencana kontingensi 

3. Evaluasi dan Formalisasi 

Evaluasi dilakukan bersama-sama dengan seluruh peserta penyusun rencana 

kontingensi melalui pemaparan oleh tim perumus, kemudian ditanggapi oleh 

semua peserta sehingga dapat memenuhi semua kriteria yang diharapkan. 

Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan draft rencana kontingensi 

sehingga siap untuk diformalisasi. 

 

3.2. Penilaian Ancaman/Bahaya (hazard)  

Penilaian Ancaman didasarkan pada hasil kajian Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika tentang perkiraan potensi kekeringan pada musim kemarau. Klasifikasi 

bahaya (hazard) kekeringan mengacu pada hasil pemantauan curah hujan dan prakiraan 

peluang curah hujan sangat rendah (< 20 mm/10 hari), dengan tahapan sebagai berikut:  
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1). Status Waspada  

Prospek akumulasi curah hujan 10 harian ke depan berada pada kategori rendah 

kurang dari 50 mm dalam 10 hari 

2). Status Siaga 

Telah mengalami hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 31 hari dan prospek peluang 

curah hujan rendah kurang dari 20 mm/dasarian pada 20 hari mendatang > 80% 

3). Status Awas 

Telah mengalami hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 61 hari dan prospek peluang 

curah hujan rendah kurang dari 20 mm/dasarian pada 20 hari mendatang > 80% 

 

3.3. Penilaian Kerentanan    

Kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor 

fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya 

pencegahan dan penanggulangan bencana. Bila suatu bahaya merupakan suatu 

fenomena atau kondisi yang sulit diubah maka kerentanan masyarakat relatif dapat 

diubah. Oleh karena itu pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan cara 

memperkecil kerentanan. Kerentanan dikaitkan dengan kemampuan manusia untuk 

melindungi dirinya dan kemampuan untuk menanggulangi dirinya dari bahaya. 

Parameter kerentanan yang ada di Kabupaten Purworejo yaitu yang terkait dengan 

Kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan 

diidentifikasi melalui proses diskusi kelompok (FGD) (Tabel 3.1).  

Tabel 3.1. Kerangka Penilaian Kerentanan 

Aspek Kerentanan Apa yang terdampak? 
Kelemahan 

penyebab terdampak 

Kerentanan pada 
gender dan 
Disabilitas? 

Manusia - Total jumlah jiwa : ± 
320.000 pada 10 
wilayah kecamatan 
terdampak 
 

- Faktor usia 
- Ketidaksiapan 
- Kurangnya 

sosialisasi 
- SDM 

- Fisik/disabilitas 
- Jenis kelamin 

perempuan 

Alam/ Lingkungan - Tanaman / 
pepohonan 

- Tanahnya labil 

- Pegunungan 
- Perkebunan  

 

Fisik/ Infrastruktur - Kurangnya akses 
pelayanan air bersih 

- Jalur PAMSIMAS 

- Kurangnya 
anggaran 
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Aspek Kerentanan Apa yang terdampak? 
Kelemahan 

penyebab terdampak 

Kerentanan pada 
gender dan 
Disabilitas? 

- Alokasi anggaran 
kurang 

Sosial/ Politik - Sudah adanya 
regulasi tingkat 
Kabupaten 
Purworejo 

- Belum di perbarui  

  

Finansial/ekonomi - sektor UMKM 
- Pasar Tradisional 
 

Belum ada 
upaya/Program PRB 
untuk menjamin 
keberlangsungan 
usaha 

- 

 

3.4. Penilaian Kapasitas    

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan 

tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana kekeringan secara 

terstruktur, terencana dan terpadu. Kapasitas masyarakat meliputi aspek sosial, 

fisik/lingkungan dan ekonomi. Kapasitas kelembagaan menyangkut banyak aspek 

terutama yang terkait dengan adanya peraturan perundang-undangan dan produk 

hukum turunannya yang menaungi kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana 

kekeringan. Untuk di Kabupaten Purworejo aspek kelembagaan ini sudah baik terutama 

dimotori oleh lembaga BPBD, tetapi masih perlu terus dikuatkan melalui mekanisme 

koordinasi yang baik dengan seluruh komponen kunci seperti TNI, POLRI, SAR, OPD 

Teknis terkait, PMI, FPRB, dan Pihak Swasta (private sector). 

Tabel 3.2.  Kerangka Identifikasi Kapasitas 

Aspek Kapasitas Kapasitas yang dimiliki 
Kapasitas yang 

dibutuhkan 

Kapasitas 
Gender dan 
Disabilitas 

SDM - TNI/POLRI 
- PNS 
- Wiraswasta 
- TANI 
- Karang taruna 
- Linmas 
- Relawan 

- Kemampuan SDM 
- Penyuluhan 
- Sosialisasi 

- Ibu PKK 
- Karang taruna 
- Ibu pengajian 
- Persatuan 

penyandang 
disabilitas 

- PERSIT 
- Bhayangkari 

Alam/ Lingkungan - Dataran tinggi 
- Dataran rendah 

- Akses jalan dan 
jalur distribusi air 
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Aspek Kapasitas Kapasitas yang dimiliki 
Kapasitas yang 

dibutuhkan 

Kapasitas 
Gender dan 
Disabilitas 

Fisik/ 
Infrastruktur 

- Rumah tinggal yang 
memiliki 
tandon/penampung air 

- Jembatan 
- Sekolahan 
- Tempat ibadah 
- Jalan desa/umum 

- Sandang pangan 
- Peralatan 

penampung air 
bersih 

- Peralatan 
pengolah air 
bersih 

- Dapur umum 
- Sanitasi 

Kelembagaan dan 
Perundang-
undangan 

- Perda PB 
- DPRD = masuk dalam 

komisi A 
- Perda pembentukan 

BPBD 

- SOP 
- Rencana 

Kontingensi 
- Rencana operasi 

 

Finansial - Komunitas air bersih 
- Komunitas perbankan 
- APBD 

- Dana cadangan 
darurat untuk 
kekeringan 

- Koperasi air 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.4. beberapa jenis kapasitas yang masih perlu diidentifikasi 

dan dikembangkan oleh Kabupaten Purworejo dalam menghadapi ancaman bencana 

kekeringan. Penyusunan rencana kontingensi kekeringan diharapkan dapat 

meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas di tingkat kelembagaan pemerintah, 

masyarakat dan sektoral. 

 

3.5. Penilaian Risiko 

Kajian risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran 

menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat 

ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta. 

Bencana terjadi akibat kolektivitas atas komponen bahaya (hazard) yang mempengaruhi 

kondisi alam dan lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan (vulnerability) dan 

kemampuan (capacity) suatu komunitas dalam mengelola ancaman. 

3.5.1. Area Terdampak 

Berdasarkan hasil overlay antara peta bahaya kekeringan dengan peta 

administrasi, dan data distribusi bantuan kedaruratan air bersih tahun 2019 

diperkirakan sebanyak 69 desa/ kelurahan di 11 kecamatan akan terkena dampak 

kekeringan pada puncak musim kemarau.  
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3.5.2. Jumlah Penduduk Terkena Risiko 

Yang dimaksudkan dengan penduduk yang terkena risiko (Penerima 

Risiko/Penris) adalah penduduk yang berdomisili di dalam daerah bahaya kekeringan.  

Berdasarkan pada analisis kekeringan yang dilakukan, maka penduduk yang 

diperkirakan terkena risiko di wilayah Kabupaten Purworejo meliputi 69 desa di 11 

kecamatan (30.417 jiwa).  
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BAB IV 
SITUASI 

 

4.1. Karakteristik Bahaya Kekeringan 

Bahaya kekeringan semakin meningkat dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti perubahan ilkim global, meningkatnya degradasi lingkungan, 

bertambahnya jumlah penduduk, dan makin terbatasnya ketersediaan air. Bahaya 

kekeringan di masa mendatang juga berdampak pada potensi bahaya sekunder seperti 

konflik perebutan penggunaan air makin meningkat, baik untuk air minum, kebutuhan 

domestik, pertanian, industri dan sebagainya merupakan masalah yang sangat penting. 

Ditinjau dari aspek bahaya kekeringannya, penurunan curah hujan di Jawa terjadi 

lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain terkait dengan dampak perubahan iklim 

global terhadap curah hujan. Hujan musim kemarau mempunyai tren menurun 

bervariasi dari 1 sampai dengan 9 mm per musim per tahun. Diproyeksikan bahwa rata-

rata hujan 2010-2020 lebih sedikit dibandingkan 1978-2007 dan rata-rata curah hujan 

periode tahun 2016-2020 diproyeksikan lebih kering dibanding periode tahun 2010-

2015. Bahaya kekeringan umumnya terjadi secara perlahan sesuai karakteristik 

kekeringan tersebut. Masyakarat dan lingkungan sekitar merespon bencana secara 

perlahan-lahan seiring dengan makin berkurangnya ketersediaan air, sehingga 

karakteristik bahaya kekeringan termasuk kategori slow onset yang respon daruratnya 

berbeda dengan bahaya-bahaya yang timbul secara mendadak (rapid onset), seperti 

gempabumi, tsunami, dan banjir bandang. Karakteristik bahaya kekeringan yang 

difokuskan dalam rencana kontingensi ini adalah bahaya kekeringan yang berdampak 

pada ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh air bersih sebagai kebutuhan 

dasar, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat terdampak. 

Berdasarkan peta bahaya kekeringan Kabupaten Purworejo dapat diketahui 

bahwa karakteristik kekeringan antar wilayah kecamatan yang satu dengan yang lain 

berbeda. Ada wilayah kecamatan yang darurat kekeringannya dipengaruhi oleh faktor 
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kualitas air yang buruk seperti di Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo. Beberapa 

wilayah lain kekeringannya dipengaruhi oleh topografi, sumberair ada di daerah lembah 

yang aksesibilitasnya sangat sulit, ini merupakan tipikal kekeringan yang banyak 

dijumpai di wilayah perbukitan seperti di Kecamatan Kaligesing, Loano, Bener. 

Karakteristik kekeringan yang lain dipengaruhi oleh topografi dan juga minimnya 

sumberair, sehingga pada musim kemarau yang panjang kesulitan untuk memperoleh 

air bersih sangat dirasakan oleh masyarakat, hal ini di alami oleh desa-desa di 

perbukitan tinggi seperti Desa Jati Kecamatan Bener.  

Berdasarakn kajian risiko bencana dan analisa kecenderungan kejadian bencana 

di Kabupaten Purworejo, diketahui bahwa bencana kekeringan merupakan salah satu 

bencana yang memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu dan berisiko 

tinggi. 

BENCANA PRIORITAS 
TINGKAT RISIKO 

RENDAH SEDANG TINGGI 

KECENDERUNGAN 

MENURUN  - - 

Kebakaran Hutan dan 

lahan, Epidemi dan 

Wabah Penyakit, 

Gelombang Ekstrim, 

Kegagalan Teknologi, 

Gempabumi, Tsunami 

TETAP - - Cuaca Ekstrim 

MENINGKAT - - 
Banjir, Kekeringan, 

Tanah Longsor 

 
Gambar 4.1. Matrik Bencana Prioritas di Kabupaten Purworejo  

(Sumber: dokumen RPB Kabupaten Purworejo) 

 

Pertumbuhan penduduk dan industri di Kabupaten Purworejo khususnya pada 

pusat-pusat pertumbuhan seperti di Kecamatan Purworejo, meningkatkan kebutuhan 

airtanah. Dalam periode yang panjang kondisi ini jika tidak dimitigasi dengan baik dapat 

berpotensi menimbulkan krisis air dan mengakibatkan bahaya kekeringan. Beberapa 

penelitian telah berhasil mengidentifikasi karakteristik akuifer dan potensi akuifer di 

Kecamatan Purworejo, salah satunya yang dilakukan oleh Dharmawan dan Purnama 
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(2015) dengan metode Vertical Electrical Sounding (VES). Karakteristik yang dianalisis 

adalah nilai permeabilitas, porositas, dan ketebalan akuifer. Pemetaan keduanya 

menggunakan zonasi terhadap formasi geologi di Kecamatan Purworejo. Hasil 

penelitian ini menunjukkan Formasi Kebobutak memiliki potensi akuifer tinggi dengan 

nilai permeabilitas 4 m/hari, porositas 40%, dan ketebalan 18,5 m. Formasi Endapan 

Aluvial masuk dalam kelas potensi akuifer sedang dengan permeabilitas 0,58 m/hari, 

porositas 43%, dan ketebalan 22 meter. Formasi Sentolo memiliki potensi akuifer 

sedang dengan permeabilitas 2,21 m/hari, porositas 33%, dan ketebalan 15 m. Formasi 

dengan potensi akuifer terendah adalah Formasi Andesit dengan permeabilitas 0,8 

m/hari, Porositas 38% dan ketebalan akuifer 6 m. 

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan karakteristik akuifer tiap formasi, 

bahwa Formasi Kebobutak khususnya di wilayah dataran memiliki nilai permeabilitas, 

porositas, dan ketebalan yang tinggi. Ketiga karakteristik tersebut memenuhi syarat 

untuk dikatakan sebagai daerah dengan potensi akuifer tinggi. Besarnya potensi akuifer 

ini menjelaskan mengapa pada wilayah dataran Formasi Kebobutak tidak terjadi 

kelangkaan airtanah pada musim kemarau tahun 2014 ketika daerah perbukitannya 

mengalami kekeringan. 

Potensi akuifer ini sudah disadari oleh masyarakat sebagai kelebihan di 

daerahnya. Apabila melihat peta penggunaan lahan, terlihat bahwa desa seperti 

Cangkrep Lor, Cangkrep Kidul, Plipir, dan Brenggong memanfaatkannya sebagai lahan 

bercocok tanam lahan basah dan perkebunan. Pemukiman di wilayah ini pun tidak 

sepadat di pusat pemerintahan seperti Kelurahan Purworejo sehingga kebutuhan air 

untuk domestik lebih rendah. Formasi Endapan Aluvium yang merupakan wilayah 

terluas di Kecamatan Purworejo masuk dalam kategori potensi akuifer sedang. 

Permeabilitas yang rendah karena tingginya material lempung, menghambat proses 

infiltrasi air permukaan menjadi airtanah. Hal tersebut ditambah dengan tutupan lahan 

yang padat dengan lahan terbangun membuat area resapan air berkurang. 

Formasi Sentolo juga masuk ke dalam wilayah berpotensi akuifer sedang. Berbeda 

dengan Formasi Endapan Aluvium yang memiliki permeabilitas dan porositas kecil 

namun ketebalan akuifer tinggi, formasi ini memiliki ketebalan akuifer rendah dan 

permeabilitas dan porositas tinggi. Jika wilayah Dataran Kipas Aluvium dikatakan 
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sebagai wilayah discharge untuk airtanah, maka daerah ini adalah pensuplai airtanah 

atau recharge area. Sebagai recharge area, wilayah ini seharusnya dilindungi dan 

dikonservasi. Langkah konservasinya adalah dengan mengurangi lahan terbangun dan 

mengisinya dengan lahan terbuka. Lahan terbangun akan mengurangi infiltrasi 

airpermukaan ke dalam tanah. Kondisi faktual yang ada sekarang berbeda dengan 

kondisi ideal. Karena Wilayah formasi Sentolo yang berdekatan dengan pusat 

pemerintahan, maka arus pembangunan kota merambah hingga ke perbukitan. Terlihat 

dari peta penggunaan lahan di Desa Mudal dan Mranti yang banyak ditutupi oleh 

pemukiman penduduk, sehingga potensi krisis air bersih dan bahaya kekeringan dimasa 

mendatang perlu diantisipasi. Formasi Andesit menjadi formasi dengan potensi akuifer 

terendah, dipengaruhi oleh kombinasi buruknya permeabilitas dan porositas akibat 

tertutupnya lahan oleh lempung ditambah dengan tipisnya ketebalan akuifer akibat 

adanya lapisan batuan. Wilayah ini tidak ideal apabila dijadikan recharge area maupun 

untuk dijadikan pemukiman. 

Formasi Andesit yang memiliki potensi aquifer rendah dipengaruhi oleh 

karakteristik permeabilitas rendah dan juga ketebalan aquifer tipis, membuatnya tidak 

dapat menyimpan atau meloloskan air hujan yang jatuh kepermukaan menjadi 

cadangan air tanah, sehingga wilayah ini memiliki potensi bahaya kekeringan yang lebih 

tinggi dibandingkan wilayah dengan formasi batuan lain. 

Kajian geohidrologi menunjukkan bahwa kondisi sumber air baku di Kabupaten 

Purworejo sebagai dasar pertimbangan perencanaan kontingensi kekeringan tergolong 

tinggi, pasokan air melimpah baik itu air permukaan maupun air tanah yang 

dimanfaatkan untuk air minum, tetapi sebelas wilayah kecamatan yaitu: (Pituruh, 

Kemiri, Gebang, Bener, Loano, Purworejo, Kaligesing, Bayan, Bagelen, Purwodadi, dan 

Grabag) masih mengalami kekurangan air pada musim kemarau. 

Kategori ancaman atau bahaya kekeringan salah satunya bahaya primer yaitu 

bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika suatu daerah terlanda kekeringan. 

Bahaya utama kekeringan adalah tidak tersedianya air bersih/baku untuk keperluan 

dasar masyarakat seperti minum dan memasak, sehingga jika hal ini berlanjut dapat 

berdampak pada munculnya bahaya sekunder seperti sakit diare, dehidrasi akut, 

kekurangan gisi dan bahaya ikutan lainnya yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. 
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4.2. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak Kekeringan 

Asumsi Waktu 
Kejadian 

Bulan/Tahun : Juli Sampai Oktober Tahun 2022 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa 
Tengah memperkirakan pada bulan April sampai Oktober 
curah hujan di Kabupaten Purworejo sangat rendah. Oleh 
karena itu, dimungkinkan akan terjadi kekeringan selama 4 
bulan penuh dengan puncak musim kemarau terjadi pada 
bulan Juli sampai Oktober Tahun 2022, dan berdampak 
pada sebelas wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo 
mengalami kesulitan air bersih. 

Cakupan Wilayah 
Terdampak 

Kekeringan melanda 11 (sebelas) wilayah kecamatan dan 
69 (enam puluh sembilan) desa yaitu: 
1). Kecamatan Pituruh: (7desa) 
 Desa Brengkol 
 Desa Kedungbatur 
 Desa Kaligintung 
 Desa Polowangi 
 Desa Kalijering 
 Desa Ngandan 
 Desa Prapag Lor 

2). Kecamatan Kemiri: (4 desa) 
 Desa Turus 
 Desa Wanurejo 
 Desa Kedunglo 
 Desa Jatiwangan  

3). Kecamatan Gebang: (9 Desa) 
 Desa Pelutan 
 Desa Rendeng 
 Desa Lugosobo 
 Desa Gebang 
 Desa Pakem 
 Desa Seren 
 Desa Gintungan 
 Desa Kroyo 
 Desa Mlaran 

4). Kecamatan Bener: (9 Desa) 
 Desa Jati 
 Desa Medono 
 Desa Kaliboto 
 Desa Cacaban Lor 
 Desa Sidomukti 
 Desa Mayungsari 
 Desa Guntur 
 Desa Kaliwader 
 Desa Legetan 
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5). Kecamatan Loano: (6 Desa) 
 Desa Rimun 
 Desa Karangrejo 
 Desa Tepansari 
 Desa Mudalrejo 
 Desa Kalisemo 
 Desa Banyuasin Separe  

6). Kecamatan Purworejo: (7 Desa) 
 Desa Wonotulus 
 Desa Sudimoro 
 Desa Sidomulyo 
 Desa Donorati 
 Desa Sidorejo 
 Desa Brenggong 
 Desa Cangkrep Lor 

7). Kecamatan Kaligesing: (6 Desa) 
 Desa Donorejo 
 Desa Tlogorejo 
 Desa Jelok 
 Desa Kedunggubah 
 Desa Kaliharjo 
 Desa Kaligono 

8). Kecamatan Bayan: (4 Desa) 
 Desa Bringin 
 Desa Sambeng 
 Desa Pekutan 
 Desa Jrakah 

9). Kecamatan Bagelen: (12 Desa) 
 Desa Sokoagung 
 Desa Tlogokotes 
 Desa Somorejo 
 Desa Krendetan 
 Desa Hargorojo 
 Desa Kalirejo 
 Desa Bagelen 
 Desa Soko 
 Desa Semono 
 Desa Durensari 
 Desa Semagung 
 Desa Dadirejo 

10). Kecamatan Purwodadi: (2 Desa) 
 Desa Gesing 
 Desa Kebonsari 
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11). Kecamatan Grabag: (3 Desa) 
 Desa Trimulyo 
 Desa Rowodadi 
 Desa Bendungan  

Bahaya Primer Kekurangan air bersih 

Bahaya Sekunder Gangguan kesehatan: diare, demam, dehidrasi akut, 
kekurangan gisi, penyakit kulit, sanitasi buruk, komplikasi 
gangguan untuk kelompok rentan dan pemilik penyakit 
bawaan 

Asumsi Dampak 

Aspek Kependudukan Kekeringan mengakibatkan masyarakat kesulitan 
memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar 
dengan asumsi jumlah penduduk terdampak sebagai 
berikut: 

Kecamatan/Desa 
Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan total 

Kecamatan Pituruh    

 Desa Brengkol 1.247 1.235 2.482 

 Desa Kedungbatur 147 154 301 

 Desa Kaligintung 1.493 1.502 2.995 

 Desa Polowangi 185 189 374 

 Desa Kalijering 923 857 1.780 

 Desa Ngandan 513 498 1.011 

 Desa Prapag Lor 970 964 1.934 

Total 5.478 5.399 10.877 

Kecamatan Kemiri:     

 Desa Turus 919 911 1830 

 Desa Wanurejo 518 539 1057 

 Desa Kedunglo 1.206 1.145 2.351 

 Desa Jatiwangan  663 637 1.300 

Total 3.306 3.232 6.538 

Kecamatan Gebang:    

 Desa Pelutan 440 448 888 

 Desa Rendeng 673 691 1.364 

 Desa Lugosobo 1.684 1.707 3.391 

 Desa Gebang 643 647 1.290 

 Desa Pakem 660 800 1.460 

 Desa Seren 1.548 1.594 3.142 

 Desa Gintungan 1.765 1.791 3.556 

 Desa Kroyo 906 947 1.853 

 Desa Mlaran 800 814 1.614 

Total 9.119 9.439 18.558 

Kecamatan Bener:    

 Desa Jati 894 890 1784 

 Desa Medono 636 636 1272 

 Desa Kaliboto 1.385 1.445 2.830 

 Desa Cacaban Lor 487 482 969 
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 Desa Sidomukti 629 647 1276 

 Desa Mayungsari 669 643 1312 

 Desa Guntur 2.238 2.085 4.323 

 Desa Kaliwader 1.144 1.069 2.213 

 Desa Legetan 1.057 991 2.048 

Total 9.139 8.888 18.027 

Kecamatan Loano:    

 Desa Rimun 514 511 1.025 

 Desa Karangrejo 761 791 1.552 

 Desa Tepansari 827 780 1.607 

 Desa Mudalrejo 1.228 1.234 2.462 

 Desa Kalisemo 989 955 1.944 

 Desa Banyuasin Separe  1.026 969 1.995 

Total 5.345 5.240 10.585 
Kecamatan Purworejo:    

 Desa Wonotulus 592 546 1.138 

 Desa Sudimoro 320 288 608 

 Desa Sidomulyo 1.781 1.755 3.536 

 Desa Donorati 485 442 927 

 Desa Sidorejo 835 832 1.667 

 Desa Brenggong 1.115 1.090 2.205 

 Desa Cangkrep Lor 2.141 2.134 4.275 

Total 7.269 7.087 14.356 
Kecamatan Kaligesing:    

 Desa Donorejo 1.806 1.723 3.529 

 Desa Tlogorejo 408 408 816 

 Desa Jelok 523 529 1.052 

 Desa Kedunggubah 515 472 987 

 Desa Kaliharjo 777 813 1.590 

 Desa Kaligono 1.984 2.028 4.012 

Total 6.013 5.973 11.986 

Kecamatan Bayan:    

 Desa Bringin 835 846 1.681 

 Desa Sambeng 1.277 1.265 2.542 

 Desa Pekutan 1.567 1.575 3.142 

 Desa Jrakah 1.192 1.242 2.434 

Total 4.871 4.928 9.799 

Kecamatan Bagelen:    

 Desa Sokoagung 1.015 1.000 2.015 

 Desa Tlogokotes 340 355 695 

 Desa Somorejo 1.057 1.088 2.145 

 Desa Krendetan 1.360 1.403 2.763 

 Desa Hargorojo 743 739 1.482 

 Desa Kalirejo 703 725 1.428 

 Desa Bagelen 1.507 1.495 3.002 

 Desa Soko 807 825 1.632 

 Desa Semono 637 640 1.277 

 Desa Durensari 875 896 1.771 
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 Desa Semagung 601 610 1.211 

 Desa Dadirejo 1.548 1.502 3.050 

Total 11.193 11.278 22.471 
Kecamatan Purwodadi:    

 Desa Gesing 216 209 425 

 Desa Kebonsari 360 347 707 

Total 576 556 1.132 

Kecamatan Grabag:    

 Desa Trimulyo 410 370 780 

 Desa Rowodadi 352 352 704 

 Desa Bendungan 524 512 1.036 

Total 1.286 1.234 2.520 
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BAB V 
TUGAS POKOK 

 

 

Berdasarkan skenario kejadian dan asumsi dampak bencana kekeringan di 

Kabupaten Purworejo, maka tugas pokok organisasi komando penanganan darurat 

bencana kekeringan Kabupaten Purworejo adalah melaksanakan operasi penanganan 

darurat bencana kekeringan dengan prinsip cepat, tepat, prioritas, koordinasi, 

keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, 

pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi serta mengedepankan asas 

kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 

keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, 

kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dibentuk berdasarkan 

Surat Keputusan bupati untuk menjalankan fungsi penanganan darurat sejak penetapan 

status darurat bencana kekeringan yang meliputi 3 tahapan yaitu: Siaga Darurat-

Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan selama 4 Bulan dengan 

memprioritaskan: 

1). Melakukan manajemen darurat yang efektif dibawah sistem komando 

penanganan darurat bencana (SKPDB) terpadu; 

2). Menetapkan Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana 

(PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Purworejo) sebagai Pos Komando (POSKO) 

operasi penanganan darurat bencana kekeringan, sebagai tempat untuk 

memfasilitasi pelaku-pelaku utama dalam hal rapat, pengambilan keputusan, 

koordinasi, berfungsi sebagai pengarah dan pengawas, penilai situasi, 

menentukan prioritas, dan pengelolaan sumberdaya; 

3). Mengelola sumberdaya secara komprehensif dan pendanaan yang paling efektif. 

4). Penyelamatan jiwa;  
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5). Perbaikan/penambahan sarana/prasarana vital untuk penanggulangan darurat 

bencana kekeringan; 

6). Pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, kelompok rentan, dan air bersih bagi 

masyarakat terdampak kekeringan. 
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BAB VI 
PELAKSANAAN 

 

6.1. Konsep Operasi 

Pernyataan Status Darurat Kekeringan (dimulai dari Siaga Darurat) pada awal 

puncak musim kemarau tanggal 1 Juni, dengan pernyataan surat kenaikan level status 

bahaya kekeringan dari Waspada ke Siaga pada pukul 09.00 (Skenario Puncak 

Kekeringan selama 4 Bulan Juli-Oktober) Oleh BMKG. Kenaikan Siaga ke Awas dengan 

durasi waktu 30 Hari dengan penetapan status darurat bencana selama 4 bulan melalui 

Surat Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Status Darurat Bencana 

Kekeringan. Berikut ini adalah fase status darurat bencana sesuai dengan alur periode 

puncak musim kemarau:  

 

Gambar 6.1. Tahapan Penentapan Status Darurat Kekeringan 
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1. Dalam hal kenaikan status Periode Musim Kering dari Waspada ke Siaga oleh 

BMKG maka pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan status Siaga 

Darurat Kekeringan.  

2. Jika status Musim Kering meningkat dari Siaga menjadi Awas maka ditetapkan 

status Tanggap Darurat Kekeringan.  

3. Ketika status Periode Musim Kering diturunkan menjadi WASPADA maka 

kebijakan pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan status Transisi Darurat 

ke Pemulihan  

 

Penentapan status bahaya kekeringan didasarkan pada klasifikasi bahaya 

(hazard) kekeringan mengacu pada hasil pemantauan curah hujan dan prakiraan 

peluang curah hujan sangat rendah (< 20 mm/10 hari), oleh Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG): 

1). Status Waspada 

Prospek akumulasi curah hujan 10 harian ke depan berada pada kategori rendah 

kurang dari 50 mm dalam 10 hari 

2). Status Siaga 

Telah mengalami hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 31 hari dan prospek peluang 

curah hujan rendah kurang dari 20 mm/dasarian pada 20 hari mendatang > 80% 

3). Status Awas 

Telah mengalami hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 61 hari dan prospek peluang 

curah hujan rendah kurang dari 20 mm/dasarian pada 20 hari mendatang > 80% 

 

Tabel 6.1. Status Kekeringan, Rekomendasi, Kegiatan Masyarakat 

Status Kekeringan Rekomendasi Kegiatan  
(Pemerintah dan Masyarakat) 

Normal (level 1) 

Masyarakat di wilayah berpotensi 
kekeringan dapat melakukan 
kegiatan sehari-hari dengan tetap 
memperhatikan aspek kesehatan 
dan sanitasi lingkungan yang baik 

1). Sosialisasi wilayah risiko 
tinggi kekeringan (Peta 
dan hasil kajian risiko 
bencana kekeringan) 

2). Pemahaman karakter 
bahaya kekeringan di 
wilayah masing-masing 

3). Pemahaman masyarakat 
terhadap lokasi tempat 
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tinggal di dalam wilayah 
berisiko kekeringan 

4). Pendataan penduduk di 
daerah rawan kekeringan 

5). Pendataan sumberdaya di 
daerah rawan bencana 
kekeringan 

6). Penyusunan prosedur 
tetap / SOP 
penanggulangan becana 
kekeringan 

7). Penyiapan 
sarana/prasarana baik 
individu maupun komunal 
untuk digunakan pada 
saat darurat kekeringan 

8). Pelatihan kesiapsiagaan, 
simulasi/drill penanganan 
darurat kekeringan 

Waspada (Level 2) 1). Masyarakat di wilayah bahaya 
kekeringan ringan masih dapat 
melakukan kegiatannya seperti 
biasa dengan meningkatkan 
perilaku hidup sehat dan 
sanitasi lingungan yang baik; 

2). Masyarakat di wilayah bahaya 
kekeringan tingkat sedang 
masih dapat melakukan 
kegiatan sehari-hari dengan 
mulai menyiapkan sumberdaya 
untuk mengantisipasi bahaya 
kekeringan; 

3). Masyarakat di wilayah bahaya 
kekeringan tinggi 
direkomendasikan untuk mulai 
menjalankan SOP kesiapsiagaan 
kekeringan dengan melakukan 
aktivitas hemat air, perilaku 
hidup sehat, dan sanitasi 
lingkungan yang baik; 

1). Diseminasi informasi 
peningkatan status 
kekeringan level 2 
(waspada) dari BMKG. 

2). Pembaruan data 
penduduk dan kelompok 
rentan di daerah rawan 
bencana kekeringan 

3). Pendataan sumberdaya di 
daerah rawan bencana 
kekeringan diintensifkan  

4). Penyiapan peralatan dan 
sistem komunikasi untuk 
menghadapi potensi 
kekeringan 

5). Penyiapan rencana 
distribusi air bersih 

6). Penyiapan 
penampungan/tandon air 
bersih komunal yang 
dikoordinir oleh desa 

7). Penyiapan kelompok 
penerima bantuan air 
bersih berdasarkan skala 
prioritas yang disepakati 
bersama 

Siaga (Level 3) 1). Masyarakat di wilayah bahaya 
kekeringan ringan 
meningkatkan kewaspadaan 
dengan menyiapkan 

1). Diseminasi informasi 
peningkatan status 
kekeringan level 3 (siaga) 
dari BMKG. 
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sumberdaya untuk menghadapi 
kekeringan; 

2). Masyarakat di wilayah bahaya 
kekeringan tingkat sedang 
mulai menyiapkan seluruh 
sumberdaya baik individu 
maupun komunal untuk 
menghadapi kekeringan 

3). Masyarakat di wilayah bahaya 
kekeringan tinggi mulai 
mengaktifkan seluruh 
sarana/prasarana, personel, 
dan SOP kedaruratan untuk 
siaga darurat menghadapi 
kekeringan 

 

2). Tanda-tanda peringatan 
kekeringan siap 
dioperasikan 

3). Armada distribusi air 
bersih siap dioperasikan  

4). Tempat penerima bantuan 
droping air bersih siap 
dioperasikan 

5). Tempat penampungan 
air/tandon komunal dan 
individu siap dioperasikan  

6). SOP kedaruratan 
kekeringan di tingkat desa 
siap diaktifkan 

7). Peralatan dan sistem 
komunikasi diaktifkan  

8). Desa-desa yang 
mengalami kekeringan 
dan kesulitan air bersih 
melapor ke kecamatan 
atau ke BPBD 

9). Penetapan sistem 
komando tanggap darurat 
kekeringan 

10). Rencana kontingensi 
kekeringan diaktifkan 

Awas (Level 4) Masyarakat di seluruh wilayah 
bahaya kekeringan siap 
menghadapi bahaya kekerigan 
dengan seluruh sumberdaya yang 
dimiliki 

1). Diseminasi informasi 
peningkatan status 
kekeringan level 4 (awas) 
dari BMKG. 

2). Tanda-tanda peringatan 
kedaruratan kekeringan 
diaktifkan 

3). Rencana operasi tanggap 
darurat kekeringan 
diaktifkan  

4). Perintah droping air bersih 
ke wilayah-wilayah 
prioritas dari komandan 
tanggap darurat sesuai 
SOP yang telah ditetapkan 

5). Tempat pengisian air 
bersih dan seluruh armada 
distribusi dioperasikan  

6). Pos Komando (POSKO) di 
PUSDALOPS BPBD dan Pos 
Lapangan di kecamatan 
dioperasikan untuk 
kegiatan tanggap darurat 
kekeringan 
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Sasaran pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan 

di Kabupaten Purworejo antara lain: 

1). Terintegrasinya pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran. 

2). Terwujudnya manajemen darurat yang efektif yang menuntut pengembangan 

dan penggunaan kapasitas diprioritaskan secara tepat selama penanganan 

darurat kekeringan. 

3). Menggunakan konsep komunikasi terpadu, semua instansi dan lembaga yang 

terkait harus menggunakan standar operasi tetap, jaringan radio dan standar 

yang sama, sehingga semua personil dapat saling berkomunikasi dalam satu alur 

komando yang terintegrasi. 

4). Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana 

kekeringan, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, 

kedermawanan; dan menciptakan kolaborasi harmoni antara pemerintah, 

masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, swasta (private sector), dan media 

dalam penanganan darurat kekeringan. 

 

  Tabel 6.2. Konsep Operasi Penanganan Darurat Kekeringan 

SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT TRANSISI DARURAT 

Fokus operasi pada 
penyiapan rencana, SOP, 
peralatan, fasilitas, dan 
personil dengan rincian 
sebagai berikut: 
1). Memastikan Sistem 

Peringatan Dini 
Kekeringan 
tersampaikan dengan 
baik di semua jenjang 
pemerintahan sampai 
ke masyarakat 

2). Perencanaan 
Keberlanjutan Layanan 
Kebutuhan Dasar dan 
air bersih untuk 
masyarakat terdampak 
kekeringan 

3). Penyiapan Sumber 
Daya (SDM, Logistik & 
Peralatan)  

Fokus operasi pada 
pemenuhan kebutuhan 
masyarakat yang terdampak 
kekeringan dengan 
memastikan koordinasi 
untuk mobilisasi sumberdaya 
antara multipihak, dengan 
rincian sebagai berikut: 
1). Pengkajian Cepat  
2). Penentuan dan 

Pernyataan Status 
Darurat Bencana 
Kekeringan 

3). Penetapan desa-desa 
terdampak kekeringan 
yang menerima droping 
air bersih 

4). Pemberian bantuan 
kebutuhan dasar dan 
droping air bersih pada 
wilayah yang ditetapkan 

Fokus operasi pada pemulihan 
kehidupan masyarakat yang 
terdampak kekeringan dan 
menyusun rencana keluar dari 
fase keadaan DARURAT. 
Operasi Transisi Darurat 
meliputi: 
1). Kaji Kebutuhan Pasca 

Bencana Kekeringan 
2). Perbaikan 

sarana/prasarana vital 
untuk layanan air bersih 

3). Perbaikan prasarana 
layanan air bersih di 
tempat umum (pasar, 
puskesmas, tempat 
ibadah, sekolah, gedung 
perkantoran)  

4). Pemulihan ekonomi 
masyarakat, dan layanan 
publik 
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4). Penyiapan Sistem 
Peralatan Komunikasi 
dan Informasi 

5). Pelaksanaan bantuan 
prioritas terbatas untuk 
kelompok rentan  

6). Penyiapan Tempat 
droping air bersih 

7). Pemutakhiran data dan 
perifikasi data desa-
desa terdampak 
kekeringan  

8). Penyiapan armada 
untuk droping air 
bersih  

9). Penentuan dan 
pernyataan status siaga 
darurat kekeringan 

10). Rencana kontingensi 
kekeringan diaktifkan 

5). Perlindungan kepada 
kelompok rentan 
(wanita, anak, lansia dan 
penyandang disabilitas).  

6). Prosedur tetap 
penanganan darurat 
kekeringan diaktifkan  

7). Rencana operasi tanggap 
darurat kekeringan 
diaktifkan 

5). Menyiapkan rencana 
rehabilitasi rekonstruksi 
dalam rangka menghadapi 
bencana kekeringan 
periode yang akan datang  

 

Tabel 6.3. Sasaran Tindakan Penanganan Darurat Kekeringan 

TAHAP DARURAT TINDAKAN 

Tanggap Darurat 1). Aktivasi rencana operasi tanggap darurat kekeringan 
2). Pelaksanaan droping air bersih dan pelayanan kebutuhan 

dasar bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan 
3). Pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan yang 

terdampak bencana kekeringan 
4). Pengamanan dan perlindungan masyarakat terdampak 

bencana kekeringan 
5). Pendataan bantuan baik masuk dan keluar sesuai SOP yang 

ditetapkan 
6). Pengadaan sarana dan prasarana untuk operasi droping air 

bersih pada lokasi terdampak bencana kekeringan 

Siaga Darurat 1). Aktivasi rencana kontingensi kekeringan 
2). Memastikan sistem peringatan dini kekeringan bekerja dan 

berfungsi secara baik sesuai dengan alurnya  
3). Melakukan pengamanan dan perlindungan awal untuk 

kelompok rentan yaitu: ibu hamil, ibu menyusui, balita, 
difabel, lansia, anak-anak, orang dengan sakit bawaan  

4). Memastikan koordinasi sumber daya dan logistik berjalan 
dengan baik sesuai dengan kesepakatan  

5). Menyiapkan armada, personel dan keberadaan sumber daya 
air bersih yang siap digerakkan ke setiap lokasi terdampak 
kekeringan  

6). Menyiapkan rencana dan alur distribusi droping air bersih 
dengan mengedepankan asas tepat sasaran, efektif, dan 
efisien pada 
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Transisi Darurat 1). Aktivasi pengkajian kebutuhan pasca bencana kekeringan 
(Jitupasna) 

2). Perbaikan sarana/prasarana vital untuk layanan air bersih 
3). Perbaikan prasarana layanan air bersih di tempat umum 

(pasar, puskesmas, tempat ibadah, sekolah, gedung 
perkantoran) 

4). Pemulihan ekonomi masyarakat  

 

 

6.2. Fungsi Komando Operasi Darurat 

Dalam menjalankan tugas pokok organisasi penanggulangan kedaruratan 

bencana kekeringan di Kabupaten purworejo, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo 

membentuk Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan (SKPDB) 

berkedudukan di Kabupaten Purworejo. POSKO Penanganan Darurat Bencana 

Kekeringan bertempat di Gedung PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Purworejo dengan 

alamat Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No.14, Rw. III, Sindurjan, Kec. Purworejo, 

Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54113. Sistem komando yang dibentuk terdiri dari 

beberapa bagian dengan fungsi spesifik sebagai berikut: 

Tabel 6.4. Fungsi SKPDB Kekeringan 

Bagian-Bagian SKPDB Fungsi 

1). Komando, Kendali, 
Koordinasi, 
Komunikasi, dan 
Informasi 

1). Menentukan tujuan dan strategi dalam operasi 
penanggulangan bencana kekeringan dengan memastikan 
adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta 
interoperabilitas antar pihak-pihak terkait  

2). Melaksanakan koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam 
operasi dukungan penanggulangan kekeringan baik secara 
vertikal maupun horizontal 

3). Manajemen/pengelolaan komunikasi dan informasi yang 
terpadu 

2). Bidang Perencanaan 1). Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana 
kekeringan 

2). Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu 
dalam penanganan darurat kekeringan, berdasarkan 
prioritas dan tujuan yang telah ditentukan 

3). Menentukan dan merencanakan kebutuhan sumberdaya 
berdasarkan penilaian situasi darurat kekeringan yang 
dihadapi 

4). Mengumpulkan dan manganalisis seluruh data yang terkait 
dengan proses operasi darurat kekeringan 

5). Menyediakan informasi terkini yang terkait dengan proses 
operasi darurat kekeringan 
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6). Merencanakan estimasi kebutuhan dalam beberapa waktu 
kedepan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di 
lapangan 

7). Menyiapkan strategi-strategi alternatif untuk mendukung 
operasi tanggap darurat kekeringan 

8). Membuat laporan situasi harian 
9). Menyediakan layanan dokumentasi 
10). Menyediakan tempat bagi para ahli yang mewakili lembaga 

untuk merumuskan strategi penanganan darurat kekeringan   
11). Merencanakan strategi pemulihan pasca darurat kekeringan 
12). Sebagai pusat data, Informasi, dan Kehumasan 

3). Bidang Operasi 1). Terlibat dalam proses perencanaan operasi darurat 
kekeringan 

2). Menjalankan operasi darurat droping air bersih dan 
pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak 
kekeringan 

3). Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua operasi taktis 
di lapangan 

4). Menjalankan dan menyelesaikan tujuan operasi darurat 
kekeringan 

4). Bidang Logistik 1). Memastikan logistik: fasilitas, peralatan, sumberdaya, 
personel, sarana transportasi dan komunikasi, layanan 
medis, dan sumber air bersih) yang diperlukan untuk 
kelancaran operasi penanganan darurat kekeringan tersedia 
sesuai kebutuhan 

2). Menjaga pasokan persediaan makanan, air bersih, obat-
obatan tersedia untuk mendukung operasi darurat 
kekeringan 

3). Mengelola peralatan komunikasi yang digunakan dalam 
operasi darurat kekeringan 

4). Bertanggungjawab untuk memenuhi layanan medis, 
makanan, fasilitas/peralatan yang diperlukan personel 
dalam periode operasi darurat kekeringan 

5). Bidang Administrasi 
dan Keuangan 

1). Memastikan hal-hal yang terkait administrasi dan keuangan 
untuk kelancaran operasi penanganan darurat kekeringan 
tersedia dengan baik, termasuk Pertanggungjawaban 
administrasi yang akuntabel dan transparan 

2). Bertanggungjawab terhadap proses pengadaan selama 
periode operasi darurat kekeringan 

3). Melakukan kontrak-kontrak dengan penyedia jasa/barang 
untuk mendukung operasi darurat kekeringan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

4). Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan 
perjanjian yang saling menguntungkan untuk mendukung 
operasi darurat kekeringan 

5). Mengatur semua pos dan alokasi jam kerja yang sah bagi 
personel dan peralatan 

6). Pengawasan pembiayaan selama operasi darurat kekeringan 
7). Mencatat seluruh bantuan yang masuk baik itu bantuan 

personel, barang, peralatan, fasilitas, dan uang 
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6.3. Tugas-Tugas Komando Operasi Darurat 

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi penanganan darurat 

kekeringan menurunkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus 

dijalankan oleh masing-masing bidang bersama unit dibawahnya. Supaya perencanaan 

dan operasi darurat benar-benar dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas disusun sebagai 

strategi penanganan darurat kekeringan berdasarkan kemampuan sumberdaya yang 

ada sebagai berikut. 

Tabel 6.5. Tugas-Tugas SKPDB Kekeringan 

Bagian-Bagian SKPDB Tugas 

Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi 

1.  Kepala Daerah (Bupati) 1). Memberikan arahan kepada komandan tanggap 
darurat 

2). Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis, 
dan pendelegasian kewenangan 

2. Komandan PDB 1). Bertanggungjawab terhadap semua proses 
penanganan darurat bencana kekeringan 

2). Memimpin koordinasi internal (dalam struktur 
organisasi tanggap darurat)  laporan kegiatan 
harian, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan rencana 
kegiatan esok harinya. 

3). Memberikan perintah pelaksanaan penanganan 
darurat bencana kekeringan; 

4). Melakukan pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana kekeringan; 

3.  Wakil Komandan PDB 1). Mendampingi Komandan PDB dalam pelaksanaan 
tugas penanganan darurat bencana kekeringan 

2). Melaksanakan peran sesuai dengan yang 
dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB 

4.  Pos Pendamping Provinsi Berkoordinasi dengan Posko PDB kekeringan di 
Kabupaten Purworejo terkait dukungan penanganan 
darurat kekeringan yang dibutuhkan sesuai dengan 
analisis situasi yang ada. 

5. Tim Teknis Strategis dan 
Perwakilan 
OPD/Lembaga/Instansi 

1). Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap 
Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan 
sumberdaya khusus, serta infrastruktur vital yang 
dikelola oleh pemerintah berkaitan dengan 
dukungan untuk penanganan darurat kekeringan di 
Kabupaten Purworejo 

2). Memberikan masukan terkait perkembangan 
situasi darurat akibat kekeringan dan dampaknya 
berdasarkan hasil kajian IPTEKS dan instrument 
yang dimiliki 

6.  Petugas Informasi Mengkoordinasikan dan memverifikasi semua 
informasi yang akan disampaikan ke publik 
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7.  Petugas Penghubung Menjadi penghubung antara perwakilan lembaga 
terkait yang akan terlibat dalam proses penanganan 
darurat kekeringan 

8.  Petugas Keamanan Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan 
peringatan terhadap kondisi yang dapat 
membahayakan lingkungan Posko PDB 

9.  Sekretariat Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda 
komandan PDB 

Bidang Perencanaan: 

1.  Unit Kajian Situasi 1). Menyelenggarakan rapat/koordinasi dengan ahli 
dan pihak berkompeten dibidang penanganan 
darurat kekeringan; 

2). Melakukan pemantauan terhadap prakiraan status 
kekeringan yang dikeluarkan oleh BMKG; 

3). Melakukan kajian wilayah terdampak bencana 
kekeringan;  

4). Menyampaikan laporan kajian situasi kepada 
Komandan Penanganan Darurat; 

5). Menyusun rencana operasi darurat kekeringan 
selama 4 bulan periode operasi 

6). Mengumpulkan dan menganalisa data terkait 
penanganan darurat kekeringan 

7). Melakukan evaluasi harian kegiatan operasi 
darurat pada sore hari pukul 15.30 WIB 

2.  Unit Sumberdaya 1). Menyiapkan data sumber daya yang tersedia;  
2). Menerima dan menempatkan relawan dan 

personel yang diperbantukan oleh berbagai 
lembaga;  

3). Melakukan evaluasi sumber daya setiap hari pada 
pukul 15.30 WIB 

4). Menerima dan mengelola sumberdaya yang 
diberikan oleh berbagai pihak 

Bidang Operasi 

1.  Unit Pendataan dan verifikasi 1). Menerima permohonan bantuan droping air bersih 
dari desa atau kecamatan 

2). Melakukan perifikasi data ke wilayah desa yang 
mengajukan bantuan droping air bersih  

2.  Unit layanan droping air 
bersih  

Melakukan operasi droping air bersih ke wilayah-
wilayah yang telah ditetapkan 

3.  Unit kesehatan Melakukan operasi layanan kesehatan ke wilayah-
wilayah yang telah ditetapkan 

Bidang Logistik 

1.  Unit Peralatan 1). Menyiapkan peralatan tim Tanggap Darurat pada 
Fase Tanggap Darurat (Operasi) dan Transisi 
Darurat;  

2). Mengatur penyimpanan peralatan tim operasi;  
3). Mengatur penyaluran kebutuhan peralatan tim 

operasi;  
4). Merawat peralatan tim operasi tetap dalam kondisi 

baik dan siap pakai; 



 
Rencana Kontingensi Kekeringan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2024 

 

63 
  

2.  Unit Transportasi 1). Mendata ketersediaan dan proyeksi kebutuhan 
armada truck tangki air bersih yang akan digunakan 
dalam operasi darurat kekeringan 

2). Menyiapkan armada truck tangki air bersih siap 
untuk melakukan operasi droping air bersih  

3). Menyiapkan sarana transportasi untuk operasi 
layanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak 
kekeringan 

3.  Unit Komunikasi 1). Menyiapkan sarana/prasarana komunikasi yang 
digunakan oleh personel pada saat operasi darurat 
kekeringan 

2). Mengelola dan menetapkan jenis alat komunikasi 
dan frekuensi yang digunakan pada saat operasi 
darurat kekeringan 

3). Merawat peralatan komunikasi sehingga tetap 
berfungsi dengan baik 

4. Unit Pangan dan 
Pergudangan 

1). Menyiapkan kebutuhan pangan tim tanggap 
darurat  

2). Mengatur penyaluran kebutuhan pangan tim 
tanggap darurat 

3). Menyiapkan gudang penyimpanan kebutuhan pada 
saat operasi darurat, yang meliputi: kebutuhan 
personil, kebutuhan fasilitas, kebutuhan 
transportasi, kebutuhan pangan, kebutuhan alat 
medis 

4). Mencatat setiap peralatan/barang yang masuk dan 
keluar dari gudang 

Bidang Administrasi dan Keuangan 

1. Unit Administrasi 1). Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas 
lembaga selama operasi darurat kekeringan 

2). Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran 
status darurat;  

3). Mempersiapkan administrasi meliputi:  

 Catatan penerimaan; 
 Catatan pengeluaran; 
 Laporan pertanggung jawaban. 

2. Unit Keuangan 1). Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap 
Pakai (DSP) & Belanja Tak Terduga (BTT)  

2). Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari 
para pihak;  

3). Menyiapkan sumberdaya keuangan untuk 
mendukung operasi darurat kekeringan 

4). Menyusun laporan keuangan  

3. Unit Pengadaan 1). Menyiapkan papan informasi 
2). Melakukan pengadaan berbagai peralatan/barang/ 

dan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama 
operasi darurat kekeringan 
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6.4. Instruksi Koordinasi 

Instruksi koordinasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo tentang 

penetapan STATUS DARURAT BENCANA KEKERINGAN, maka rencana kontingensi 

diaktivasi menjadi rencana operasi, dan yang terlibat dalam struktur komando 

penanganan darurat bencana kekeringan, agar segera melaksanakan tugas dan 

fungsinya masing-masing untuk:  

1). Mengaktifkan sistem komunikasi informasi dan pelaporan di posko penanganan 

darurat bencana kekeringan; 

2). Menginvetarisasi semua sumber daya yang tersedia; 

3). Memobilisasi sumber daya;  

4). Menentukan masa tanggap darurat kekeringan selama 4 bulan;  

5). Memprioritaskan penanganan pada kelompok rentan 

6). Memprioritaskan operasi pemenuhan kebutuhan air bersih pada wilayah-

wilayah terdampak kekeringan 
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BAB VII 
ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 

 

 

7.1. Administrasi  

Mekanisme administrasi keuangan dalam penanganan darurat bencana 

kekeringan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:  

1). Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Kekeringan menggunakan 

dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Purworejo dan desa dapat 

menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Desa;  

2). Apabila sumberdaya keuangan tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purworejo dapat mengajukan dukungan pendanaan dari BTT Provinsi Jawa 

Tengah dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional;  

3). Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten 

Purworejo juga dapat menggunakan dana bantuan/hibah dari berbagai lembaga 

seperti: pihak swasta (private sector), BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan, Perguruan Tinggi, dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya 

4). Permohonan bantuan darurat air bersih diajukan oleh desa ke kecamatan atau 

ke badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo   

5). Tata kelola transaksi dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yanga ada, 

dilengkapi dengan berita acara serah terima dan pelaporan 

pertanggungjawaban. 
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7.2. Logistik 

Mekanisme pengelolaan logistik dalam penanganan darurat bencana kekeringan 

di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: 

1). menyiapkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia; 

2). meminjam pakai sumber daya kepada instansi atau daerah lain; 

3). melakukan koordinasi ke instansi terkait; 

4). mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu; 

5). memastikan penerimaan bantuan masuk dalam satu pintu tercatat dan 

termonitor dalam sistem Posko; 

6). menjaga alur keterlibatan relawan melalui mekanisme pelaporan ke Posko; dan 

7). sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antara bantuan 

relawan (personel) dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga 

akuntabilitas laporan.  
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BAB VIII 
KOMANDO, KENDALI, KOMUNIKASI 

 

Manajemen dan Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat kekeringan dikelola 

dengan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) terpadu yang 

merupakan pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan di 

Kabupaten Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Bupati 

menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 4 bulan berdasarkan 

rekomendasi BPBD Purworejo atas peringatan dini periode kering yang berpotensi 

terjadi di wilayah Kabupaten purworejo oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG). Lamanya masa tanggap darurat akan dievaluasi berdasarkan eskalasi 

kejadian bencana kekeringan di lapangan, hasil assessmen organisasi SKPDB dan 

pembaruan informasi dari BMKG, masa tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai 

dengan kebutuhan. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana 

kekeringan, Bupati Purworejo menetapkan kepala pelaksana BPBD sebagai komandan 

tanggap darurat. Komandan Tanggap Darurat diberikan Surat Keputusan dan 

kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat kekeringan di wilayah 

Kabupaten Purworejo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Komando Operasi Darurat Bencana Kekeringan berada di POSKO Penanganan 

Darurat Bencana Kekeringan bertempat di Gedung PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten 

Purworejo dengan alamat Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No.14, Rw. III, Sindurjan, Kec. 

Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54113. 

Untuk mendukung pelaksanaan operasi darurat kekeringan dan mempermudah 

rentang kendali serta koordinasi maka POSKO mengaktivasi Pos Lapangan yang 

berkedudukan di Kecamatan. Komandan Pos Lapangan ditunjuk oleh komandan 

tanggap darurat dalam hal ini adalah camat atau dapat dijabat oleh unsur muspika 

(danramil, kapolsek). Pos Lapangan sebagai perbantuan POSKO membantu pelaksanaan 

operasi darurat kekeringan di desa-desa yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. 
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1). Komando 

Komando utama selama operasi penanganan darurat bencana kekeringan di 

Kabupaten Purworejo berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Purworejo. 

2). Kendali 

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana kekeringan berada pada 

bupati sebagai kepala daerah, sedangkan kendali taktis operasi berada pada 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo sebagai komandan tanggap 

darurat bencana kekeringan yang ditunjuk oleh bupati. Bupati melalui Sekretaris 

Daerah sebagai ex officio Kepala BPBD Kabupaten Purworejo memberikan 

arahan dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan operasi darurat kekeringan 

di wilayah Kabupaten Purworejo. 

3). Koordinasi 

Komandan Tanggap Darurat berkoordinasi dengan Pos Lapangan di tingkat 

kecamatan dan berkoordinasi dengan pos pendamping provinsi di BPBD Jawa 

Tengah. Komandan Tanggap Darurat juga berkoordinasi dengan BPBD 

Kabupaten Tetangga yang memungkinkan untuk memberikan dukungan dalam 

operasi tanggap darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Purworejo. BPBD 

kabupaten tetangga yaitu: BPBD Kabupaten Wonosobo, BPBD Kabupaten 

Magelang, BPBD Kabupaten Kulon Progo, dan BPBD Kabupaten Kebumen.  

4). Komunikasi 

Frekwensi radio yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat dapat ditentukan 

pada saat tanggap darurat yang diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Purworejo, untuk komunikasi dan koordinasi internal bidang 

menggunakan Telepon maupun media sosial. 

 Telepon POSKO : (0275) 325667 

 Faximile : (0275) 325667 

 Email : bpbd@purworejokab.go.id 

 Website: www.bpbd.purworejokab.go.id 
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5). Pos Lapangan 

Pos Lapangan merupakan bagian dari POSKO untuk mempermudah rentang 

kendali dan koordinasi pada wilayah yang lokasinya jauh dari POSKO. Pos 

Lapangan diaktivasi oleh komandan tanggap darurat dengan menunjuk seorang 

komandan lapangan dalam hal ini adalah camat atau unsur muspika lainnya 

(danramil, kapolsek) bilamana dipandang perlu untuk mendukung koordinasi di 

tingkat Kecamatan sebagai pos perbantuan POSKO. Pos Lapangan penanganan 

darurat kekeringan bertempat dikantor kecamatan di sebelas wilayah 

kecamatan terdampak kekeringan yaitu:  

 Pos Lapangan Kecamatan Pituruh,  

 Pos Lapangan Kecamatan Kemiri, 

 Pos Lapangan Kecamatan Gebang,  

 Pos Lapangan Kecamatan Bener, 

 Pos Lapangan Kecamatan Loano, 

 Pos Lapangan Kecamatan Purworejo, 

 Pos Lapangan Kecamatan Kaligesing, 

 Pos Lapangan Kecamatan Bayan,  

 Pos Lapangan Kecamatan Bagelen,  

 Pos Lapangan Kecamatan Purwodadi, dan  

 Pos Lapangan Kecamatan Grabag. 
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BAB IX 
RENCANA TINDAK LANJUT 

 

1. Rencana kontingensi kekeringan Kabupaten Purworejo disusun melalui proses 

partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang 

mewakili unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, akademisi, 

dan media. Dokumen ini akan menjadi dokumen resmi Pemerintah Kabupaten 

Purworejo setelah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Purworejo atau diperkuat 

kerangka hukumnya untuk diajukan menjadi peraturan bupati. 

2. Rencana kontingensi kekeringan ini menitikberatkan fokus pada penanganan 

darurat kekeringan akibat periode musim kemarau yang panjang. Forum lokakarya 

dan FGD mengusulkan supaya rencana kontingensi kekeringan ini juga dapat 

digunakan untuk mengakomodasi kondisi darurat kekeringan akibat adanya 

pembangunan strategis nasional maupun daerah seperti pembangunan waduk, 

bendungan, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan 

kedaruratan air bersih bagi masyarakat di sekitar kawasan pembangunan. 

3. Lokakarya dan FGD terakhir juga mengusulkan tentang perluasan wilayah 

terdampak di tiga desa di Kecamatan Pituruh yaitu: Desa Sumber, Desa Semampir, 

dan Desa Gemawang sehingga total desa yang diasumsikan terdampak menjadi 72 

desa. Hal ini akan ditindaklanjuti untuk proses perifikasi dan pendalaman 

karakteristik bahaya kekeringan yang ada di 3 wilayah desa yang diusulkan. 

4. Pemutakhiran data dan informasi, guna penyesuaian isi dokumen rencana 

kontingensi kekeringan dilakukan minimal 1 tahun sekali setelah dilakukan 

pemantauan dan evaluasi sumberdaya.  
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LAMPIRAN 
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FORM LAMPIRAN RENCANA KONTINGENSI KEKERINGAN KABUPATEN PURWOREJO 

 

 

LAMPIRAN A: STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

                     : Garis Koordinasi 

                     : Garis Komando   

 

 

 

KOMANDAN 

TANGGAP DARURAT 

WAKIL KOMANDAN 

SEKRETARIAT DAN 

HUMAS 

KAMANAN DAN 

KESELAMATAN 

PERWAKILAN 

INSTITUSI/LEMBAGA 

BIDANG 

PERENCANAAN 

BIDANG ADMINISTRASI 

KEUANGAN 
BIDANG OPERASI 

BIDANG LOGISTIK 

DAN PERALATAN 

POS PENDAMPING 

PROVINSI 

Unit Kajian 

Situasi 

Unit 

Sumberdaya 

Unit Pendataan 

Perifikasi 

Unit Droping 

Air Bersih 

Unit Layanan 

Kesehatan 

Unit Peralatan 

Unit 

Transportasi 

Unit 

Komunikasi 

Unit Pangan, 

Pergudangan  

Unit 
Administrasi 

Unit Keuangan 

POS PENDAMPING 
NASIONAL 

Unit 
Pengadaan 
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LAMPIRAN B: SUSUNAN TUGAS 

 

Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah kesatuan komando, kendali dan 

koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Purworejo 

dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 

NO TUGAS/POSISI INSTITUSI/LEMBAGA 

1 Komando SKPDB 

 Komandan 
Tanggap Darurat 

: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo atau Sesuai 
dengan SK Bupati tentang Penunjukan Komandan Sistem 
Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) 

 Wakil Komandan : Direktur PDAM Tirta Perwitasari atau Sesuai dengan SK Bupati 
tentang Penunjukan Komandan Sistem Komando Penanganan 
Darurat Bencana (SKPDB) 

 

2 Sekretariat dan Humas 

 Pemimpin 
(leader) 

: Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Purworejo 

 Pendukung : Dinas Kominfo, Humas Pemda 

 

3 Perwakilan Institusi/Lembaga 

 Pemimpin 
(leader) 

: BMKG Jawa Tengah 

 Pendukung : Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BIM 412, Kodim 
0708, Polres Purworejo, PDAM, PSDA Probolo, BBWSSO, 
Media, Bank BRI, Bank Jateng 

 

4 Keamanan dan Keselamatan  

 Pemimpin 
(leader) 

: Polres Purworejo 

 Pendukung : Kodim 0708, Satpol PP, SAR 

 

5 POS Pendamping Provinsi 

 Pemimpin 
(leader) 

: Pejabat yang ditunjuk BPBD Provinsi Jawa Tengah 

 

6 POS Pendamping Nasional 

 Pemimpin 
(leader) 

: Pejabat yang ditunjuk BNPB 

 

7 Bidang Perencanaan 

 Pemimpin 
(leader) 

: BAPPEDA 

 Pendukung : BPBD Purworejo, PDAM, BIM 412, Kodim 0708, Polres 
Purworejo, PMI, Bank BRI, Bank Jateng 

    

8 Bidang Operasi   

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo (Kabid Kedaruratan) 
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 Pendukung : PDAM, BIM 412, Kodim 0708, Polres Purworejo, PMI, SAR, 11 
kecamatan: (Pituruh, Kemiri, Gebang, Bener, Loano, 
Purworejo, Kaligesing, Bayan, Bagelen, Purwodadi, dan 
Grabag)  

    

9 Bidang Logistik dan Peralatan 

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo (Kasi Logistik dan Peralatan) 

 Pendukung : Dinas Sosial, Dinas PU, PDAM, Bank BRI, Bank Jateng, MDMC, 
Bakorwil, BIM 412, Kodim 0708, Polres Purworejo, PMI, Forum 
PRB Purworejo   

    

10 Bidang Administrasi, Keuangan 

 Pemimpin 
(leader) 

: BKAD 

 Pendukung : BPBD Purworejo, Biro hukum Setda, PDAM 

    

11 Unit Kajian Situasi 

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo 

 Pendukung : Dinas Pertanian, Dinas PU SDA, Dinas Lingkungan Hidup, SAR, 
Forum PRB Purworejo, PMI 

    

12 Unit Sumberdaya   

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo 

 Pendukung : PDAM, Bank BRI, Bank Jateng, Forum PRB Purworejo, PMI, 
SAR, ORARI, RAPI, SENKOM 

    

13 Unit Pendataan dan Perifikasi 

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo 

 Pendukung : 11 Kecamatan Terdampak  

    

14 Unit Droping Air Bersih 

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo 

 Pendukung : PDAM, PMI, SAR 

    

15 Unit Layanan Kesehatan 

 Pemimpin 
(leader) 

: Dinas Kesehatan 

 Pendukung : Puskesmas di 11 wilayah kecamatan terdampak, PMI, SAR,  

    

16 Unit Peralatan 

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo 

 Pendukung : PDAM, Dinas PU SDA, Bakorwil 
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17 Unit Transportasi 

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo 

 Pendukung : Dinas Perhubungan, Bakorwil, PDAM 

    

18 Unit Komunikasi 

 Pemimpin 
(leader) 

: Dinas Kominfo 

 Pendukung : BPBD Purworejo, ORARI, RAPI, SENKOM, Irama FM, Amatron, 
Radio Garuda Setia Perkasa 

    

19 Unit Pangan dan Pergudangan 

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo 

 Pendukung : Dinas Pertanian, Bulog, Dinas Sosial 

    

20 Unit Administrasi   

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo 

 Pendukung : BKAD 

    

21 Unit Keuangan 

 Pemimpin 
(leader) 

: BKAD 

 Pendukung : BPBD Purworejo 

    

22 Unit Pengadaan 

 Pemimpin 
(leader) 

: BPBD Purworejo 

 Pendukung : PDAM, Bank BRI, Bank Jateng 

    

 

       Kepala Pelaksana  

       BPBD Kabupaten Purworejo 

 

       Budi Wibowo, S.Sos., M.Si. 
       Pembina Utama Madya 
       NIP. 19720425 199203 1 003 
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LAMPIRAN C: JARING KOMUNIKASI 

 

 

Gambar. Jaring Komunikasi Penanganan Darurat Bencana 

 

 

 

 

FREKUENSI UTAMA: BPBD KABUPATEN 
FREKUENSI CADANGAN: ORARI LOKAL 
PURWOREJO DAN RAPI WILAYAH PURWOREJO 
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LAMPIRAN D: PETA ALUR DISTRIBUSI BANTUAN DARURAT AIR BERSIH 
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LAMPIRAN E: PETA BAHAYA KEKERINGAN KABUPATEN PURWOREJO 

 

 


